WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan dasar
untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar
pelayanan minimal;

bahwa penyediaan pelayanan dasar yang memenuhi
standar pelayanan minimal memerlukan suatu upaya yang
terencana, sinergi dan berkelanjutan yang dituangkan
dalam rencana aksi daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana
aksi penerapan standar pelayanan minimal disusun dalam
Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana AKsi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun
2023-2027;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan :
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 -
2027.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerabh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota
Balikpapan.

Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.

Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain
yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang selanjutnya disebut Renaksi
Daerah Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan yang digunakan
sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan
SPM.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan

dokumen perencanaan Daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.
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Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a.

@

@)

@)

@)

©)

memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar
yang sudah ditetapkan dalam SPM,;

memberikan gambaran mengenai kondisi pencapaian SPM sesuai target;

memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam
penerapan dan pencapaian SPM; dan

memberikan gambaran mengenai rencana program dan kegiatan yang
disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

BAB I
RENAKSI DAERAH PENERAPAN SPM

Pasal 4
Renaksi Daerah Penerapan SPM disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. BABII Pendahuluan;
b. BAB Il Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM,;
c. BABIII  Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;

d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
dan

e. BABV  Kesimpulan dan Saran.

Renaksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB il
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Daerah
Penerapan SPM.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
() dikoordinasikan oleh kepala Bappeda Litbang dan Bagian
Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM di Daerah.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
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BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini milled berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MASTJD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR?Z28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGJAtf HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-
luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan
wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan
secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan
kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan
sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan
dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan,
bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan
dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Kineija
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan
nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah
dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan
dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,
namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis



1.2.

1.3.

dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme
penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam
penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan
dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat
sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk
menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan
utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk
memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat
yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima,
maka Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan SPM dengan tujuan

peningkatan pelayanan prima menuju Good Governance.

Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah
Penerapan SPM Kota Balikpapan ini adalah untuk menjadi acuan bagi
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu
pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal, sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah
Penerapan SPM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut;
1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan
dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan

oleh pemerintahan Kota Balikpapan;

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang
ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun

kemampuan anggaran;

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan

pencapaian SPM;

4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program,
kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target

pencapaian SPM.

Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang terletak di

Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kota Balikpapan
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terletak di bagian timur Pulau Kalimantan serta berbatasan langsung

dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar, dan secara

administrasi wilayah luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah

51.101,24 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5°-117,0° Bujur Timur
dan diantara 1,0°-1,5° Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah
51.101,24 km? dengan 6 (enam) Kecamatan dan 34 Kelurahan yaitu
Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, Balikpapan
Tengah, Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara.

Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan Distrik dengan luas
wilayah terkecil yaitu 1.082,58 Km? dari total wilayah Kota
Balikpapan. Sedangkan Distrik luas wilayah terbesar adalah
Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas wilayah 19.288,02 Km?.

Topografi

Wilayah Kota Balikpapan Secara Umum berada pada ketinggian
0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu
berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau
51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67
ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas
6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah
Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan
perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki
karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15%
lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai
timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah
umumnya adalah alluvial.

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada
pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57
Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.4 berikut ini
menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan

kelerengan.
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Hidrologi

Secara hidrologi Kota Balikpapan termasuk dalam WS strategis
nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi
hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air
permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk
dalam klasifikasi cukup baik.

Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang
berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir
dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian
selatan Kota. Berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian
Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian. Adanya keterbatasan
penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak penduduk yang

memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Demografi

Secara umum, Jumlah penduduk Kota Balikpapan setiap
tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebanyak
727.665 orang. Pada tahun 2017, tumbuh sebesar 2,44% dan terus
tumbuh hingga mencapai 3,96% di tahun 2020, namun angka
pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,90% pada
tahun 2021. Secara rata-rata, angka pertumbuhan penduduk selama
tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 2,82%. Pertumbuhan penduduk
tahun 2022 adalah 2,45%.

Jika ditelusuri lebih lanjut, jumlah penduduk di Kota Balikpapan
dipengaruhi oleh banyaknya penduduk migrasi ke Balikpapan,
bahkan proporsi penduduk yang datang lebih banyak ketimbang
penduduk yang lahir. Berdasarkan data, misalnya pada tahun 2021
sebanyak 17.743 orang merupakan penduduk pendatang, sedangkan
penduduk lahir sebanyak 10.466 orang. Jika angka ini diproporsikan
dengan jumlah penduduk tahun berkenaan, maka jumlah penduduk
pendatang berkontribusi sebesar 2,50% terhadap jumlah total
penduduk tahun 2021, sedangkan kontribusi dari penduduk lahir
hanya sebesar 1,47%. Tingginya migrasi ke Kota Balikpapan perlu
dilakukan antisipasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan, apalagi
adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan
mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk ke Balikpapan
secara signifikan. Antisipasi tersebut meliputi berbagai faktor, baik

faktor sosial, lingkungan, maupun infrastruktur.
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1.3.5. Kawasan Rawan Bencana
Berdasarkan data dari Badan Penanggunalan Bencana Bencana
(BPBD) Kota Balikpapan, untuk tahun 2022 saja hingga bulan
November, Kota Balikpapan memiliki sejarah kebencanaan di mana
tercatat sebanyak S jenis bencana yang pernah terjadi. Bencana-

becana tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Balikpapan (Januari hingga
November 2022)

Rumah Rumah

Mening- Luka- Mende-
ening e cHae Rusak Rusak

Kejadian | Jumlah

gal luka rita Berat || Ringan
1 Banjir 26 0 0 0 0 0 18.201
o | Tanah 54 0 0 0 18 37 134
Longsor
Kebakaran
3 Hutan dan 9 0 0 0 0 0 0
Lahan
4 |Cuaca 5 0 0 0 30 60 309
Ekstrim
Gelombang
) Ektrim & 1 0 0 0 3 0 16
Abrasi
Jumlah 95 0 0 0 51 97 18.644

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kota Balikpapan

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Banjir
Catatan kejadian bencana banjir dari Januari hingga November
tahun 2022 di Kota Balikpapan berdasarkan data dari BPBD
Balikpapan terjadi sebanyak 26 kejadian. Dampak keseluruhan
bencana banjir Kota Balikpapan menyebabkan 18.201 orang
terdampak, 4.177 rumah terendam dan sepanjang 10 meter
jalan/siring/drainase yang rusak tanpa ada catatan kerusakan
rumah.
2. Tanah Longsor
Kejadian bencana tanah longsor di Kota Balikpapan dalam data
BPBD Kota Balikpapan dari Januari hingga November tahun 2022
disebutkan sebanyak 54 kejadian, di mana bencana ini adalah
bencana terbanyak yang terjadi di periode tersebut. Dampak
keseluruhan bencana tanah longsor ini menyebabkan 134 orang

terdampak, 18 rumah rusak berat, 37 rumah rusak ringan,12 unit
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fasilitas umum dan 272 meter jalan/siring/drainase mengalami
kerusakan.
. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan menempati urutan ketiga
bencana yang sering terjadi di Kota Balikpapan sepanjang bulan
Januari hingga November 2022 setelah tanah longsor dan banjir.
Menurut data yang tercatat pada BPBD Kota Balikpapan, terjadi
sebanyak 9 kejadian yang menyebabkan sekitar 7.300 ha hutan
mengalami kerusakan.

. Cuaca Ekstream

Selama kurun waktu dari bulan Januari hingga November 2022,
bencana cuaca eksitrim (angin putting beliung) yang tercatat terjadi
sebanyak 5 kali yang menyebabkan 30 rumah mengalami rusak berat,
60 rumah rusak ringan dan 309 orang terdampak.

Salah satu ilustrasi kejadian yang diperoleh dari BPBD Kota
Balikpapan (Januari-November 2022) adalah pada tanggal 18
November 2022 pukul 20.30 wita di Kelurahan Klandasan Ulu
Balikpapan Kota di mana 309 jiwa terdampak, 30 rumah rusak berat
dan 49 rumah rusak ringan.

. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Dari data BPBD Kota Balikpapan, mulai Januari hingga
November 2022 terjadi 1 kali bencana gelombang ekstrim dan abrasi
yang terjadi pada 15 Septemper 2022 pukul 23.00 wita di Kelurahan
Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang menyebabkan 16 jiwa
terdampak dan 3 rumah mengalami rusak berat.

Berdasarkan keterangan di atas, persentase kejadian bencana
Kota Balikpapan dari bulan Januari hingga November 2022 dapat
dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1.1 Persentase Kejadian Bencana di Kota Balikpapan

(Januari-November 2022)

Proporsi Bencana di Balikpapan
5% ®m1%

B 27%

m Banjir
H Longsor
Karhutla
Cuaca Ekstrim
u Gel. Ekstrim & Abrasi

Sumber data BPBD Kota Balikpapan Tahun 2022

Dari grafik ini dapat dilihat bahwa bencana tanah longsor
merupakan bencana dengan persentase terbesar yang terjadi di Kota
Balikpapan yaitu sebesar 57%. Banjir menempati posisi kedua
dengan persentase 27%, kemudian kebakaran hutan dan lahan
terjadi dengan persentase 10% yang diikuti dengan cuaca ekstrim
sebesar 5%. Gelombang ekstrim dan abrasi merupakan bencana
terendah yang terjadi dengan persentase sebesar 1%.

6. Potensi Bencana

Berdasarkan catatan BPBD Kota Balikpapan tahun 2022 dan
beberapa diskusi yang dilakukan serta hasil kajian risiko bencana,
Kota Balikpapan memiliki potensi ancaman bencana berupa banjir,
tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan
abrasi, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan. Ada
satu aspek bencana lagi, yakni kebakaran permukiman. Namun

untuk bencana kebakaran pemukiman diperlukan kajian lebih lanjut.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah
satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu
wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas

dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan
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atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan
tahun dasar perhitungan).

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota
Balikpapan senantiasa mengalami trend kenaikan dari Rp 151,30
juta pada tahun 2018 menjadi Rp 180,96 juta pada tahun 2022.
Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020
menjadi sebesar Rp 151,31 juta atau sebesar -9,50% apabila

dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota
Balikpapan Tahun 2018-2022

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai PDRB ADHB 97,70 05,14 03,92 111,38 27,33
(Triliun Rupiah)
Nilai PDRB ADHK 79,81 83,79 83,03 86,82 91,10
(Triliun Rupiah)
PDRB Per Kapita ADHB 151,30 165,69 151,31 160,20 180,96
(Juta Rupiah)
PDRB Per Kapita ADHK 123,59 132,06 120,90 124,87 129,48
(Juta Rupiah)
Laju Pertumbuhan 4 .97 4,99 -0,91 4.56 4,94
PDRB ADHK 2010 (%)
Jumlah Penduduk 645.727 | 655.178 | 688.318 | 695.287 | 703.611
(Orang)

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023

PDRB Per Kapita ADHB Kota Balikpapan pada tahun 2018
hingga tahun 2022 masih lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan Kota Banjarmasin, Kota Samarinda dan Nasional, namun
Kalimantan Timur yang

masih dibawah capaian provinsi

digambarkan pada grafik di bawah ini.
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Tabel 1.2 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

i Balikpapan k== Samarinda k==l Banjarmasin *====Kalimantan Timur *====Nasional

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh
sektor industri pengolahan sebesar 47,51% pada tahun 2018.
Kemudian angka ini terus mengalami penurunan pada tahun-
tahun selanjutnya hingga mencapai 46,64% pada tahun 2021 dan
meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 47,20%.

Selain sektor industri pengolahan, struktur perekonomian
Kota Balikpapan didorong oleh sektor konstruksi, sektor
transportasi dan pergudangan, serta sektor perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sisanya disumbang
oleh lapangan usaha lainnya sebagaimana digambarkan dalam

tabel berikut.

Tabel 1.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha 2019 2020
Per‘.canlan, Kehutanan, dan 0,94 0,98 1,00 1.00 0,95
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
Industri Pengolahan 47,51 | 46,90 | 46,83 | 46,64 | 47,20
Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
Ulang
Konstruksi 15,27 | 16,08 | 17,19 | 17,55 | 15,81
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan 8,94 9,17 9,10 9,49 9,57
Sepeda Motor
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Lapangan Usaha 2019 2020
Transportasi dan Pergudangan 11,97 | 11,42 9,59 9,18 10,75
Penyedlaa.m Akomodasi dan .88 1,92 1,82 1,75 1,73
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 3,13 3,17 3,49 3,54 3,36
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,67 3,62 3,74 3,76 3,90
Real Estat 2,00 1,91 1,91 1,79 1,60
Jasa Perusahaan 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan 1,10 1,18 1,21 1,25 1,30
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 1,61 1,64 1,86 1,79 1,67
JaSct:’l Kesehatan dan Kegiatan 0.63 0.62 0.83 0,88 0,83
Sosial
Jasa Lainnya 0,82 0,88 0,90 0,87 0,85

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00\ 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap Perekonomian
di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa Kota
Balikpapan berkontribusi 13,82% kepada perekonomian Provinsi
Kalimantan Timur, terbesar ketiga setelah Kutai Kartanegara

(26,09%) dan Kutai Timur (22,91%).

Gambar 1.2
Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi

Kalimantan Timur

KUTAI
KARTANEGARA KUTAI TIMUR BALIKPAPAN SAMARINDA PASER
BONTANG PENAJAM PASER MAHAKAM
BERAU KUTAI BARAT UTARA ULU

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM
Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM

pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan
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SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang
dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan
permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus
dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan
SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus
memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam
lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kota Balikpapan yang
mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan
yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi
Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi
solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM
dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi
Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan
yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang
serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah

dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kab/Kota.
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BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM
Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah
terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota
Balikpapan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan

pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1.Bidang Pendidikan

Tabel 2.1
Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kota Balikpapan
Tahun 2022
Jumlah
. Total Jumlah . Pagu Realisasi
NO Incélgsltor Yang Orang Cag/a)l an Anggaran Anggaran SPM
Harus  Terlayani s SPM (Rp) 1339
Dilayani
Pendidikan
1 Anak Usia 10,805 8,470 78,39%
Dini
Pendidikan
2 | Dasar 116,456 | 105,782 90,83% 196.832.425.300| 74.556.342.201
3 | Pendidikan |, o0, 3,305 67,99%
Kesetaraan

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2.Bidang Kesehatan

Tabel 2.2

Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kota Balikpapan Tahun
2022

Jumlah
Total Yang

Jumlah
Orang
Terlayani

Capaian

Indikator SPM (%)

Harus
Dilayani

1 Pela}{anan Kesehatan Ibu 10.974 10.825 98.64%
Hamil

5 Pelayapan Kesehatan Ibu 10.475 10.072 96.15%
Bersalin
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Jumlah
Total Yang
Harus
Dilayani

Jumlah .
Capaian

Indikator SPM (%)

Orang
Terlayani

Pelayanan Kesehatan Bayi

(o]
3 Baru Lahir 9.976 9.976 100,00%
4 | Pelayanan Kesehatan 49.334 48.918 99.16%
Balita
Pelayanan Kesehatan pada o
5 Usia Pendidikan Dasar 567.891 ©67.891 100%
Pelayanan Kesehatan pada o
6 Usia Produktif 440.139 337.682 76.72%
7 | Pelayanan Kesehatan pada | o) o9 37.288 60.46%
Usia Lanjut
g | Pelayanan Kesehatan 175.805 | 13.2970 | 75.63%
Penderita Hipertensi
9 Pelayanan Kesehatan 17.263 17 263 100%

Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan
10 | Orang Dengan Gangguan 711 611 85.94%
Jiwa Berat
Pelayanan Kesehatan
11 | Orang Terduga 14.354 13.361 86.12%
Tuberkolosis

Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Risiko
Terinfeksi Virus yang
Melemahkan Daya Tahan
12 | Tubuh Manusia (Human 17.736 15.686 88.44%
Immunodeficiency Virus)
yang Bersifat
Peningkatan/ Promotif dan
Pencegahan /Preventif.
Sumber : Laporan SPM Daerah
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2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3
Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kota Balikpapan
Tahun 2022
Jumlah
. Total Jumlah . Realisasi
No In(élg&tor Yang Orang Caf(),/a)l a8 PagSuPIK/InEgRga)r o Anggaran SPM
Harus  Terlayani h P (1539)]
Dilayani
Pemenuhan
p | Kebutuhan 718 403 | 711,14 | 98.99%
Air Minum
Sehari-Hari
Penyediaan 13.145.194.850 | 11.887.289.822
Pelayanan
2 | Pengolahan | 718,423 | 502,969 | 70.01%
Air Limbah
Domestik
Sumber : Laporan SPM Daerah
2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat
Tabel 2.4
Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat Kota Balikpapan
Tahun 2022
Jumlah
. Total Jumlah . Pagu Realisasi
I\[@) Incggf/ltor Yang Orang Cagj)l an Anggaran Anggaran SPM
Harus  Terlayani ° SPM (Rp) (1339)}
Dilayani
Penyediaan
dan

Rehabilitasi
1 Rumah Yang
Layak Huni
Bagi Korban
Bencana
Daerah/Kota

NIHIL NIHIL 100%

Fasilitasi
Penyediaan
Rumah yang
Layak Huni
Bagi

2 | Masyarakat
Yang Terkena
Relokasi
Program
Pemerintah
Daerah/Kota

NIHIL NIHIL 100%

1.150.000.000

925.381.085

Sumber : Laporan SPM Daerah
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2.2.5.Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

Tabel 2.5

Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kota Balikpapan
Tahun 2022

Jumlah Total Jumlah Capaian
Indikator SPM Yang Harus Orang p
. . . (%)
Dilayani Terlayani

1 Pelayapan Ketentraman dan 3,78 3,78 100,00%
Ketertiban Umum

9 Pelayanan Informasi Rawan 5000 3516 70,32%
Benccana
Pelayanan Pencegahan dan

3 | Kesiapsiagaan Terhadap 5000 3516 70,32%
Bencana

4 Pelayanap Penyelamatan dan 1433 1433 100,00%
Evakuasi Korban Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan

5 Evakuasi Korban Kebakaran 56 46 82,14%

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6

Kondisi capaian SPM bidang Sosial di Kota Balikpapan Tahun 2022

Jumlah Total
Indikator SPM Yang Harus

Dilayani

Jumlah Orang Capaian

Terlayani (%)

Rehabilitasi Sosial Dasar
1 | Penyandang Disabilitas 1.084 448 41.32%
Terlantar Diluar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar
2 | Anak Terlantar Diluar 24 24 100,00%
Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar
3 | Lanjut Usia Terlantar 94 94 100,00%
Diluar Panti
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Rehabilitasi Sosial Dasar
Tuna Sosial Khususnya

o,
4 Gelandangan dan 8 8 100,00%
Pengemis Diluar Panti
Perlindungan dan
Jaminan Sosial Pada Saat
5 | Tanggap dan Paska 12.000 12.000 100,00%

Bencana Bagi Korban
Bencana Daerah
Kab/Kota

Sumber: Laporan SPM Daerah
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2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kota Balikpapan

ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kota Balikpapan secara umum

mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi,

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan

urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih

terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1)

Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan. Kurangnya
daya tampung sekolah negeri di setiap wilayah kecamatan.
Saat ini persentase peserta didik yang dapat ditampung
pada sekolah negeri sekitar 60%. Selain itu, tidak
seimbangnya perkembangan jumlah penduduk yang sangat
dinamis di setiap wilayah kecamatan dengan penambahan
unit sekolah baru maupun penambahan ruang kelas baru;

Terbatasnya Tenaga Pendidik yang telah tersertifikasi. Saat
ini, jumlah pendidik yang tersertifikasi sebesar 38,50 % dari
seluruh pendidik Kota Balikpapan yang berjumlah 4.312.
Keterbatasan tenaga pendidik, tidak hanya dari aspek
kualitas. Sejatinya jika ditinjau dari aspek kuantitas, saat
ini masih kekurangan jumlah pendidik disebabkan banyak
tenaga pendidik yang telah memasuki usia pensiun tidak
diimbangi dengan ketersediaan formasi SDM pengganti.
Meskipun telah dilakukan pengadaan tenaga pendidik dari
jalur PPPK, namun belum dapat memenuhi kebutuhan yang
ada. Jumlah pendidik Kota Balikpapan yang telah
memasuki usia pensiun sebanyak 57 orang (pensiun per

November sampai dengan Desember 2022) sehingga jumlah
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tenaga pendidik yang terdata saat ini sebanyak 2.833 orang.
Adapun jumlah kebutuhan tenaga pendidik sebanyak 3.607
orang, sehingga masih diperlukan tenaga pendidik sebanyak
831 orang;

3) Kurangnya kualitas tenaga kependidikan. Saat ini
persentase kepala sekolah yang telah memiliki [jazah S.1/D
IV dan memiliki Surat Tanda Tamat pelatihan Calon Kepala
Sekolah atau yang telah mengikuti Diklat penguatan
kompetensi kepala sekolah sebesar 71,38 %, dari jumlah
269 kepala sekolah;

4) Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak
pandemi Covid-19 untuk pembiayaan sekolah. Kondisi
perekonomian global beberapa waktu terakhir menurun
signifikan diakibatkan pandemi Covid -19 yang melanda
Indonesia mulai tahun 2020. Pembatasan aktifitas
masyarakat secara luas mempengaruhi seluruh aspek hidup
masyarakat, baik sosial, ekonomi maupun pendidikan.
Begitu pula di Kota Balikpapan, masyarakat yang terdampak
C-19 mengalami penurunan kemampuan ekonomi sehingga
terkendala dalam pembiayaan sekolah putra/putrinya pada

sekolah swasta.

2.2.2.Kesehatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan
dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang
telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan
yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Tingginya angka sasaran yang di tetapkan pada beberapa

indicator Standar Pelayanan Minimal;
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Masih rendahnya pelayanan minimal kesehatan usia lanjut
(dibawah 75%), dikarenakan data sasaran yang terlalu tinggi
tidak sesuai dengan data di lapangan;

Belum semua Faskes di luar Pemerintah yang melaporkan
Standar Pelayanan Minimal ke Dinas Kesehatan;
Penggunaan Aplikasi e SPM dalam penginputan data belum

bisa mengakomodir untuk capaian yang melebihi dari target.

Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kota

Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah

yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan

yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1)
2)

3)

6)

Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM;
Pengumpulan Data terkait Penerapan SPM belum
dilaksanakan dengan baik;

Belum tersedianya data by name by address (BNBA) dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan,
terkait regulasi atas persetujuan izin hak akses dan
pemanfaatan data dari Dirjendukcapil yang masih belum
turun;

Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di
daerah rawan bencana sehingga terkendala dalam
menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang
layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
Belum tersedianya database perumahan dilokasi yang
berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah
kabupaten/kota;

Belum tersedianya database rumah yang berpotensi

stunting.
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2.2.4. Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kota

Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah

yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan

yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Belum samanya Pemahaman tentang implementasi SPM
Urusan Perumahan Rakyat;

2) Penyusunan data terkait Penerapan SPM baru dilaksanakan
tahun 2022;

3) Pendataan [engenai jumlah rumah yang berada didaerah
raean bencana dan lokasi yang berpotensi terkena program
relokasi pemerintah daerah Kab/Kota baru dilaksanakan di
tahun 2022, sehingga terkdendala dalam menentukan target
penyediaan dan rehabilitasu rumah yang layak huni bagi
korban bencana daerah kabupaten/Kota;

4) Kualitas perencanaan dan pemprograman perlu ditingkatkan
untuk Menyusun rencana dan program yang optimal dalam
upaya pencapaian SPM.

2.2.5.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota

Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah

yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan

yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya SDM dilapangan dalam  melaksanakan
penanganan bencana;

2) Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian
material dan cidera fisik dan besaran kerugian material yang
dialami korban akibat penegakan perda, sehingga

menyulitkan dalam proses penganggarannya.
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3) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP
untuk mendukung penegakan Perda/perkada.

4) Data selalu berubah karena tidak semua penduduk yang
tinggal dikawasan rawan bencana ber KTP Balikpapan dari
segi lokasi bencana bisa mengalami perubahan setiap tahun.

S5) Data kejadian bencana setiap tahun sulit diprediksi;

6) Pendataan lokasi bencana dan jumlah penduduk tidak
dilakukan setiap tahun sehingga ada selisih data;

7) Alokasi anggaran yang tersedia tidak mampu untuk
menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat rutin setiap
tahun untuk semua orang yang berada dilokasi rawan
bencana;

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Balikpapan

berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada

beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang masih terbatas dan belum maksimal, data yang
diolah sampai saat ini hanya sebatas data PMKS yang
dilayani;

Keterbatasan sarana dan prasarana yang representatif di
Rumah Penampungan sementara dan gudang logistik yang
dimiliki Dinas Sosial Kota Balikpapan sehingga pelayanan
belum maksimal;

Kurang tersedianya SDM yang memiliki kemampuan
melakukan pendampingan terhadap PMKS, tenaga ahli
untuk memberikan layanan dukungan psikososial korban
bencana, serta petugas operasional di Rumah Penampungan

sementara Dinas Sosial Kota Balikpapan;
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o)
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Adanya klien yang tidak punya keluarga / terlantar sehingga
menjadi penghuni tetap di Rumah Penampungan Sementara.
Kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk
mendirikan rumah penampungan yang memiliki standar
pelayanan minimal maksimal selama 7 (tujuh) hari,
sedangkan kapasitas panti sosial milik Pemerintah Provinsi
sebagai layanan rujukan memiliki kapasitas daya tampung
yang terbatas.

Keterbatasan sumber dana untuk biaya pelayanan dan

penanganan PMKS.
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki lingkungan
strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi
hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut
dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari
solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai
dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai
pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil
dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-
turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan
kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan
pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi
Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan
kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum
dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
Strategi pencapaian SPM Kota Balikpapan Bidang
Pendidikan adalah sebagai berikut:
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Program SPM
Pendidikan

Anak Usia Dini

Kegiatan
pemenuhan
layanan dasar
SPM PAUD

Pendataan anak usia dini
untuk keperluan
identifikasi kebutuhan
daya tampung layanan
untuk anak usia 5 (lima)
tahun sampai dengan 6
(enam) tahun

Peserta
didik

Penyelenggaraan
sosialisasi pentingnya
pendidikan anak usia dini
kepada masyarakat paling
sedikit 2 (dua) kali per
tahun

Kegiatan

Pengadaan bantuan biaya
pendidikan kepada
Peserta Didik dari
keluarga tidak mampu
agar mendapat layanan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Peserta
didik

Penyediaan layanan
pendidikan anak usia dini
paling sedikit 1 (satu)
satuan pendidikan anak
usia dini di setiap desa

Peserta
didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah
yang kekurangan daya
tampung

Peserta
didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah
yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan, terluar,
dan tertinggal

Peserta
didik

Kegiatan
Pemenuhan
kualitas
pemerataan
layanan
satuan

dan

Pemberian layanan
pendampingan bagi
satuan pendidikan anak
usia dini paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam)
bulan

Kegiatan

Fasilitasi
guru/pendidik
wadah

pertemuan
dalam
berbasis
komunitas untuk
meningkatkan kualitas
layanan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam)
bulan

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
kualitas layanan
pendidikan anak usia dini

Kegiatan
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yang dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun ajaran

Pemeriksaan kondisi
bangunan sarana dan
prasarana satuan
pendidikan secara
periodik paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu)
tahun

Kegiatan

dan
terhadap

Pemeliharaan
perbaikan
kondisi sarana dan
prasarana satuan
pendidikan yang rusak

Kegiatan

Pemenuhan
jumlah
pendidik
tenaga

dan

kependidikan

Pemetaan dan penataan
penempatan untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan

Pendistribusian pendidik
dan tenaga kependidikan
yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan

Pengajuan formasi
ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

guru

Guru

Penyediaan guru
pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu)
orang pada satuan
pendidikan yang
menyelenggarakan
pendidikan inklusif

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala
sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai
pengawas sekolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan
jumlah pengawas sekolah
atau penilik untuk satuan

Pengawas
atau
penilik
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pendidikan anak usia dini

Pemenuhan
kualitas
pendidik
tenaga

dan

kependidikan

Peningkatan  kualifikasi
dan  kompetensi  bagi
pendidik dan  tenaga
kependidikan yang belum
memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang
dipersyaratkan

Kegiatan

Beasiswa atau bantuan
biaya pendidikan dalam
peningkatan  kualifikasi
dan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan

Pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan

10. Fasilitasi kepala
sekolah atau guru yang
belum memiliki sertifikat
guru penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

Kegiatan

Program
Pendidikan
Dasar

SPM

Kegiatan
pemenuhan

layanan dasar

SPM

(SD/SMP/MI/

MTs/Paket
A/Paket B)

Pendataan warga negara
usia 7 (tujuh) sampai
dengan 15 (lima belas)
tahun yang tidak
bersekolah

Peserta
didik

Pemberian
pendidikan
Peserta Didik dari
keluarga tidak mampu
sampai lulus

biaya
kepada

Peserta
didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah
yang kekurangan daya
tampung

Peserta
didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah
yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan, terluar,
dan tertinggal

Peserta
didik

Pemenuhan
kualitas
pemerataan
hasil
Peserta

dan

belajar
Didik

(SD/SMP/MI/

MTs/Paket
A/Paket B)

Pembentukan komunitas
belajar dan memastikan
guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah terlibat
aktif dalam komunitas
tersebut

Unit
komunitas

Pelatihan/seminar/
lokakarya penguatan
kompetensi kepala
sekolah dan guru

Kegiatan

Pemenuhan
kualitas

dan

Pemberian
pendampingan

layanan
kepada

Kegiatan
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pemerataan satuan pendidikan untuk
layanan mencegah perundungan
(SD/SMP/MI1/ kekerasan pada anak
MTs/Paket paling sedikit 1 (satu) kali
A/Paket B) dalam 6 (enam) bulan

2 |Pemeriksaan kondisi|Kegiatan

bangunan sekolah dasar
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

3 |Perbaikan terhadap | Kegiatan
kondisi bangunan satuan
pendidikan yang rusak
sedang dan rusak berat

4 |Sosialisasi kepada satuan |Kegiatan

pendidikan mengenai
peningkatan kualitas
layanan termasuk

pentingnya  inklusivitas
dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi
terhadap ekonomi,
gender, fisik, agama,
suku, dan budaya kepada
satuan pendidikan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun ajaran

Pemenuhan 1 |Pemetaan dan penataan|Pendidik
jumlah penempatan untuk |dan
pendidik  dan pemerataan pendidik dan |tenaga
tenaga tenaga kependidikan | kependidi
kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali|kan
(SD/SMP/Paket dalam 1 (satu) tahun

A/Paket B) 2 |Pendistribusian pendidik | Pendidik

dan tenaga kependidikan|dan
yang berkualitas untuk|tenaga
pemerataan pendidik dan |kependidi
tenaga kependidikan kan

3 |Pengajuan formasi guru|Guru
ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

4 |Penyediaan guru | Kegiatan
pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu)
orang pada satuan
pendidikan yang
menyelenggarakan
pendidikan inklusif

S |Penempatan lulusan | Kegiatan
pendidikan dan pelatihan
calon kepala
sekolah /lulusan guru
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penggerak sebagai kepala

sekolah

6 |Penempatan lulusan | Kegiatan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas
sekolah /lulusan guru
penggerak sebagai
pengawas sekolah

7 |Pemetaan kecukupan | Pengawas

jumlah pengawas sekolah
untuk satuan pendidikan

Pemenuhan 1 |Peningkatan  kualifikasi|Kegiatan
kualitas dan  kompetensi  bagi

pendidik  dan pendidik dan  tenaga

tenaga kependidikan yang belum
kependidikan memenuhi kualifikasi dan
(SD/SMP/Paket kompetensi yang

A/Paket B) dipersyaratkan

2 |Pemberian beasiswa atau|Pendidik
bantuan biaya pendidikan |dan
dalam peningkatan | tenaga
kualifikasi dan | kependidi
kompetensi pendidik dan|kan
tenaga kependidikan
3 |Fasilitasi kepala sekolah |Kegiatan
atau guru yang belum
memiliki sertifikat guru
penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

Program  SPM |Kegiatan 1 |Pendataan warga negara|Peserta
Pendidikan pemenuhan usia 7 (tujuh) sampai|didik
Kesetaraan layanan dasar dengan 15 (lima belas)
SPM tahun yang tidak
(Kesetaraan) bersekolah
2 |Pemberian biaya | Peserta
pendidikan kepada | didik

Peserta Didik dari
keluarga tidak mampu
sampai lulus

3 |Penyediaan layanan | Peserta
pendidikan di wilayah |didik
yang kekurangan daya
tampung

4 |Penyediaan layanan | Peserta
pendidikan di wilayah |didik
yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan, terluar,
dan tertinggal




Pemenuhan
kualitas
pemerataan
hasil belajar
Peserta  Didik
(Kesetaraan)

dan

-34-

Pembentukan komunitas
belajar dan memastikan
guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah terlibat
aktif dalam komunitas
tersebut

Unit
komunitas

Pelatihan/seminar/
lokakarya penguatan
kompetensi kepala
sekolah dan guru

Kegiatan

Pemenuhan
kualitas
pemerataan
layanan
(Kesetaraan)

dan

Pemberian layanan
pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan
kekerasan pada anak
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi
bangunan sekolah dasar
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

Perbaikan terhadap
kondisi bangunan satuan
pendidikan yang rusak
sedang dan rusak berat

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
peningkatan kualitas
layanan termasuk
pentingnya  inklusivitas
dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi
terhadap ekonomi,
gender, fisik, agama,
suku, dan budaya kepada
satuan pendidikan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun ajaran

Kegiatan

Pemenuhan
jumlah
pendidik
tenaga
kependidikan
(Kesetaraan)

dan

Pemetaan dan penataan
penempatan untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan

Pendistribusian pendidik
dan tenaga kependidikan
yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan

Pengajuan formasi
ASN sesuai
ketentuan

guru
dengan
peraturan

Guru
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perundang-undangan

4 |Penyediaan guru | Kegiatan
pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu)
orang pada satuan
pendidikan yang
menyelenggarakan
pendidikan inklusif

S |Penempatan lulusan | Kegiatan
pendidikan dan pelatihan
calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala
sekolah

6 |Penempatan lulusan | Kegiatan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai
pengawas sekolah

7 |Pemetaan kecukupan | Pengawas
jumlah pengawas sekolah
untuk satuan pendidikan

Pemenuhan 1 |Peningkatan  kualifikasi|Kegiatan

kualitas dan  kompetensi  bagi

pendidik  dan pendidik dan  tenaga

tenaga kependidikan yang belum

kependidikan memenuhi kualifikasi dan

(Kesetaraan) kompetensi yang
dipersyaratkan

2 |Pemberian beasiswa atau|Pendidik
bantuan biaya pendidikan |dan
dalam peningkatan |tenaga
kualifikasi dan | kependidi
kompetensi pendidik dan |kan
tenaga kependidikan
3 |Fasilitasi kepala sekolah|Kegiatan
atau guru yang belum
memiliki sertifikat guru
penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

1 |Program Penyediaan|1 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Orang
Pemenuhan |Layanan Ibu Hamil
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Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan

Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Kesehatan |2
untuk

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Ibu Bersalin

Orang

UKM dan|3
UKP

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir

Orang

Rujukan 4
Tingkat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Balita

Orang

Daerah 5
Kab/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Lanjut

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus

Orang

10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Gangguan Jiwa
Berat

Orang

11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis

Orang

12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Risiko Terinfeksi
HIV

Orang

13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)

Dokumen

14

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana

Dokumen

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

1

Program
Pengelolaan
dan
Pengemban
gan Sistem
Penyediaan
Air Minum

Pengelolaan
dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)
di Daerah
Kab/Kota

1 |Penyusunan Rencana, | Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Teknis
SPAM

2 | Supervisi Dokumen
Pembangunan/Peningkatan/Per
luasan/Perbaikan SPAM

3 |Pembangunan SPAM Jaringan |Liter/Detik
Perpipaan di Kawasan
PerKotaan

4 |Pembangunan SPAM Jaringan|SR
Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

5 |Peningkatan SPAM Jaringan |Liter/Detik
Perpipaan di Kawasan
PerKotaan
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6 |Peningkatan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

7 | Perluasan SPAM Jaringan | SR
Perpipaan di Kawasan
PerKotaan

8 |Perbaikan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

9 |Pembinaan dan Pengawasan|Penyelenggara
Terhadap Tarif Air Minum SPAM

10 |Pembinaan dan Pengawasan|Badan Usaha
Terhadap Penyelenggaraan
SPAM oleh Badan Usaha Untuk
Kebutuhan Sendiri

11 |Pembinaan dan Pengawasan |Kelompok
Terhadap Penyelenggaraan | Masyarakat
SPAM oleh Pemerintah Desa
dan Kelompok Masyarakat

12 |Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama | Unit
SPAM

13 |Pembinaan dan Pengawasan |Unit
Terhadap Pelaksanaan Kerja
Sama SPAM

14 |Pengembangan SDM dan | Penyelenggara
Kelembagaan Pengelolaan SPAM | SPAM

15 |Operasi dan Pemeliharaan | Unit
SPAM di Kawasan PerKotaan

16 |Operasi dan Pemeliharaan | Unit
SPAM di Kawasan Perdesaan

17 |Pembangunan Baru SPAM | Rumah
Bukan Jaringan Perpipaan di|Tangga
Kawasan Perdesaan

18 |Peningkatan SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

19 |Perluasan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

20 |Perbaikan SPAM Jaringan | Unit
Perpipaan di Kawasan
PerKotaan

21 |Perbaikan SPAM Bukan | Unit
Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

2 Program Pengelolaan 1 |Penyusunan Rencana, | Dokumen
Pengelolaan | dan Kebijakan, Strategi dan Teknis
Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pengemban | Sistem Air Domestik dalam Daerah
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gan Sistem |Limbah KOTA/Kota
Air Limbah |Domestik

dal D h
Kz‘: ﬁ{ ot aaera 2 | Supervisi Dokumen

Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat Skala Kota

3 |Pembangunan/Penyediaan Rumah
Sistem Pengelolaan Air Limbah |Tangga
Terpusat Skala Kota
4 |Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu | Rumah
asan Sistem Pengelolaan Air|Tangga
Limbah  Domestik  Terpusat
Skala Kota

5 |Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu |Rumah
asan Sistem Pengelolaan Air|Tangga
Limbah  Domestik  Terpusat
Skala Permukiman

6 |Pembangunan/Penyediaan Sub|Rumah
Sistem Pengolahan Setempat Tangga

7 |Pembinaan Teknik Pengelolaan|Orang
Air Limbah Domestik

8 |Sosialisasi dan Pemberdayaan |Kelompok
Masyarakat terkaitPenyediaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

9 |Pengembangan SDM dan | Unit
Kelembagaan Pengelolaan Air
Limbah Domestik

10 |Operasi dan Pemeliharaan | M?3/Hari
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

11 |Supervisi M3/Hari
Pembangunan/Rehabilitasi
/Peningkatan/Perluasan Sistem

Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat Skala
Permukiman

12 | Pembangunan/Penyediaan Orang

Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Permukiman

13 |Penyediaan Sarana | Unit
Pengangkutan Lumpur Tinja

14 |Penyediaan Jasa Penyedotan|Dokumen
Lumpur Tinja

15 |Pembangunan/Penyediaan Rumah
Sarana dan Prasarana IPLT Tangga
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16 |Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu | Rumah
asan Sarana dan Prasarana|Tangga
IPLT
17 | Supervisi Dokumen
Pembangunan/Rehabilitasi/Pen
ingkatan/Perluasan Sarana dan
Prasarana IPLT

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

1 Program Pendataan 1 |Identifikasi Perumahan di|Dokumen
Pengembangan |Penyediaan Lokasi Rawan Bencana atau
Perumahan dan Terkena  Relokasi Program

Rehabilitasi KOTA/Kota

Rumah 2 |Identifikasi Lahan-Lahan|Dokumen

Korban Potensial sebagai Lokasi

Bencana atau Relokasi Perumahan

Relokasi 3 |Pengumpulan Data Rumah|Dokumen

Program Korban Bencana Kejadian

Kab/Kota Sebelumnya yang  Belum
Tertangani

4 |Pendataan Tingkat Kerusakan | Dokumen
Rumah Akibat Bencana

5 |Pendataan dan  Verifikasi|Dokumen
Penerima Rumah bagi Korban
Bencana Alam atau Terkena
Relokasi Program KOTA /Kota
6 |Pendataan Rumah Sewa Milik | Dokumen
Masyarakat, Rumah Susun
dan Rumah Khusus
Pembangunan |1 |Rehabilitasi Rumah bagi|Unit Rumah

dan Korban Bencana
Rehabilitasi
Rin?allll s 2 |Penyusunan Site Plan | Dokumen

dan/atau Detail Engineering

Korb

BOr o Design (DED) bagi Rumah
encana atau .

Relokasi Korban Bencana atau Relokasi

Program Program KOTA /Kota

Kab/Kota 3 |Pengadaan Lahan untuk |Ha

Pembangunan Rumah bagi
Korban Bencana

4 |Pembangunan Rumah bagi|Unit Rumah
Korban Bencana

5 |Pembangunan Rumah Khusus|Unit Rumah
beserta PSU bagi Korban
Bencana atau Relokasi
Program Provinsi
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6 |Operasional dan Pemeliharaan | Unit Rumah
Lingkungan Perumahan pada
Relokasi Program Provinsi

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban

Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

1 |Program Penanganan 1 |Pencegahan Gangguan | Kasus
Peningkatan Gangguan Ketenteraman dan
Ketenteraman |Ketenteraman Ketertiban Umum Melalui
Dan dan Ketertiban Deteksi Dini dan Cegah
Ketertiban Umum dalam 1 Dini, Pembinaan dan
Umum (Satu) Daerah Penyuluhan,  Pelaksanaan

Kab/Kota Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
2 |Penindakan Atas Gangguan |Kasus
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban
dan Penanganan  Unjuk
Rasa dan Kerusuhan Massa
3 |Koordinasi Penyelenggaraan|Dokumen
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat
KOTA/Kota

4 |Pemberdayaan Perlindungan | Dokumen
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

S |Peningkatan Kapasitas SDM |Orang
Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk
dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi

Manusia

6 |Kerja Sama antar Lembaga|Dokumen
dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

7 |Pengadaan dan | Unit

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan
Ketertiban Umum
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8 |Penyusunan SOP Ketertiban|Dokumen
Umum dan Ketenteraman
Masyarakat
9 |Penyediaan Layanan dalam|Laporan
rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan
Perkada
Penegakan 1 |Sosialisasi Penegakan | Laporan
Peraturan Peraturan Daerah dan
Daerah Peraturan WALIKOTA/Wali
Kab/Kota dan Kota
Peraturan Wali|2 |Pengawasan Atas Kepatuhan | Laporan
Kota Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan WALIKOTA/Wali
Kota
3 |Penanganan Atas|Laporan
Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
WALIKOTA /Wali Kota
Pembinaan 1 Pengembangan Kapasitas | Laporan
Penyidik dan Karier PPNS
Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
Kab/Kota
2 |Program Pelayanan 1 |Penyusunan Kajian Risiko|Dokumen
Penanggulang |Informasi Bencana KOTA/Kota
an Bencana EZ:?EO?: neana 2 | Sosialisasi, Komunikasi, | Orang
Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana KOTA/Kota
(Per Jenis Bencana)
Pelayanan 1 |Penyusunan Rencana | Dokumen
Pencegahan Penanggulangan Bencana
dan KOTA/Kota
Kesiapsiagaan |2 |Pelatihan Pencegahan dan|Orang
Terhadap Mitigasi Bencana
Bencana KOTA/Kota
3 |Pengendalian Operasi dan|Dokumen
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
KOTA/Kota
4 |Penyediaan Peralatan | Unit
Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
S5 |Penguatan Kapasitas | Dokumen
Kawasan untuk Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
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Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Bencana

Kawasan

Penanganan Pasca Bencana
KOTA/Kota

Pengembangan Kapasitas
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Bencana KOTA/Kota

Orang

Penyusunan Rencana
Kontijensi

Dokumen

10

Gladi Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Orang

11

Penyusunan Rencana
Penanggulangan

Kedaruratan Bencana

Dokumen

12

Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Alam

Keluarga

Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Bencana

Respon Cepat Kejadian Luar
Biasa Penyakit/Wabah
Zoonosis Prioritas

Laporan

Respon Cepat Darurat

Bencana KOTA/Kota

Dokumen

Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana
KOTA /Kota

Orang

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana KOTA /Kota

Orang

Aktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat
Bencana

Laporan

Respon Cepat Bencana Non
ALam Epidemi/Wabah
Penyakit

Dokumen

Penataan
Sistem Dasar
Penanggulanga
n Bencana

Penyusunan
Penanggulangan
KOTA/Kota

Regulasi
Bencana

Dokumen

Penguatan Kelembagaan
Bencana KOTA/Kota

Dokumen

Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana
KOTA/Kota

Dokumen

Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sistem
Informasi Kebencanaan

Dokumen
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Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Laporan

Penanganan Pasca Bencana
KOTA/Kota

Dokumen

3 |Program
Pencegahan,
Penanggulang
an,
Penyelamatan
Kebakaran
dan
Penyelamatan
Non
Kebakaran

Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan,
dan
Penanganan
Bahan
Berbahaya dan
Beracun
Kebakaran
dalam Daerah
Kab/Kota

Pencegahan Kebakaran
dalam Daerah KOTA/Kota

Dokumen

Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah KOTA/Kota

Dokumen

Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Laporan

Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
KOTA/Kota

Dokumen

Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri

Unit

Pengadaan  Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri

Dokumen

Pembinaan Aparatur
Pemadam Kebakaran

Dokumen

Sistem
dan Informasi
dan

Pengelolaan
Komunikasi
Kebakaran

Penyelamatan (SKIK)

Unit

Penyelenggaraan Kerja Sama
dan Koordinasi antar
Daerah Berbatasan, antar
Lembaga, dan Kemitraan
dalam Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran
dan  Penyelamatan  Non
Kebakaran

Orang

10

Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Dokumen

Inspeksi
Peralatan
Proteksi
Kebakaran

Sarana
Proteksi

Pendataan
Prasarana
Kebakaran

Laporan

Penilaian Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Laporan
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Investigasi
Kejadian
Kebakaran

Investigasi
Kebakaran,
Penelitian
Penyebab
Kebakaran

Kejadian
Meliputi
Pengujian
Kejadian

dan

Dokumen

Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pencegahan
Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat
dalam  Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

Orang

Pembentukan dan
Pembinaan Relawan
Pemadam Kebakaran

Desa/Kelurah
an

Dukungan  Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan
Pemadam Kebakaran
Melalui Penyediaan Sarana
dan PraSarana

Dokumen

Penyelenggaraa
n Operasi
Pencarian dan
Pertolongan
Terhadap
Kondisi
Membahayakan
Manusia

Penyelenggaraan Operasi
Pencarian dan Pertolongan
pada Peristiwa yang
Menimpa, Membahayakan,
dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia

Laporan

2

Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencarian dan
Pertolongan Terhadap
Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

Dokumen

Sarana  dan
Pencarian dan
Pertolongan Terhadap
Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

Pengadaan
Prasarana

Unit

Pembinaan Aparatur
Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi
Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

1 |PROGRAM Rehabilitasi |1 |Penyediaan Permakanan Orang
REHABILITASI | Sosial Dasar|2 |Penyediaan Sandang Orang
SOSIAL Penyandang |3 |Penyediaan Alat Bantu Orang
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Disabilitas 4 |Pemberian Pelayanan | Orang
Terlantar, Reunifikasi Keluarga
Anak 5 |Pemberian Bimbingan Fisik,|Orang
Terlantar, Mental, Spiritual, dan Sosial
Lanjut Usia|6 |Pemberian Bimbingan Sosial|Orang
Terlantar, kepada Keluarga Penyandang
serta Disabilitas Terlantar, Anak
Gelandangan Terlantar, Lanjut Usia
Pengemis di Terlantar, serta Gelandangan
Luar  Panti Pengemis dan Masyarakat
Sosial 7 |Fasilitasi Pembuatan Nomor|Orang
Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak
8 |Pemberian Akses ke Layanan|Orang
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
9 |Pemberian Layanan Data dan|Orang
Pengaduan
10 | Pemberian Layanan |Orang
Kedaruratan
11 |Pemberian Pelayanan | Orang
Penelusuran Keluarga
12| Pemberian Layanan Rujukan Dokumen
Program Perlindungan|1 |Penyediaan Makanan Orang
Penanganan |Sosial 2 |Penyediaan Sandang Orang
Bencana Korban 3 |Penyediaan Tempat | Unit
Bencana Penampungan Pengungs
Alam dan|4 |Penanganan Khusus bagi|Orang
Sosial Kelompok Rentan
Kab/Kota S |Pelayanan Dukungan | Orang

Psikososial
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Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.

Tabel 3.1
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2023-2027

i

il

areajapE0 | Disommvn

i

Peacspuisa
e

iitstor Kimeee | Jaia Leyszan S

1 Aagua Pastisipast Sencsan

apejupED | DisommUD
Aavew/aren | Disomsus
APBS/APED | DiSOMKEUD
APes/apED | DisomEUR
avewjaren | misomsus
APB/APED | DisOKIUD
APes/AFED | DmmomEvD
APES/APED |  DISBIKSUD
avewjaren | misomsun
Avbw/APED | DisOKIUD
APes/AFED | DimomEVD
APEN/APED | DIsoKEVD
APBN/APED |  DISOIKEUD
aPejupED | DisOmEUD
avesaren | isomsvn
Avew/APED | DisomEUD
APEN/AFED | DimomEVD
APEN/AFED | DIsomgEVD
APBS/APED | DiSOIKBUD
apexjupED | DismEUD
avesjarEn | isomsvn
avew/ape0 | Disomsus
APes/apED | DimomEvD
APES/APED |  DISOIKEUD
apeajapE | Disommvn
apenjupED | DisomEUD
avew/aren | Disomsus
APBw/APED | DiSOKEUD
APen/uFED | DmmomEvD
APES/APED |  DISBIKEUD
apeajape0 | Disomcavn
apexjupED | DisomEUD
avewjaren | misomsus
Asbw/APED | DisOKIUD
aPes/AFED | DmmomEvD
APES/APED |  DISBIKSUD
apexjupED | DisOmEUD
avesaren | isomsun
Avw/APED | DisomKIUD
APEs/AFED | DimomEVD
APEN/APED | DIsomgEVD
apes/APED | DisomKBUD
apejupED | DisOWEUD
avesaren | isomsvn
Avew/APED | DisomEUD
APEN/AFED | DisomEVD
APEN/AFED | DIsomEEVD
APES/APED | DiSOIKBUD
areajapED | DisommUR
apejupED | DisommUD

3 Petumbuas Pendidik PAED D5 8101V
4 Rasio Pragmens kol Uniuk FAVD:
5 Intaka Distrbasi Gure

T Frogani FT Baretifiat

& Fegoni PT Peasgert

4 Praguiamsa Piskinan teru

1 Aaghs Pactisipas Rasar

3 Angin Prctivipa Skcish

F] TP ——

& Pebcaasa Shor Literm

EY e ——
D

P e p———
10 Kecukupan Formasi Gurs ASK

12 Prepors P Berseinaat

13 Preperst PTH Peaggerik

14 Progaiaman Peativan G

[ ——

3 Anges Putispes Sencian

3 Aages Patispes Mursi

& Feoedarn Sk Lieeml

[ —
B p—
10 Eecumupea Pormusi Ours 45K

11 Tageks Distras Gure

13 Frepors FTK Bttt

13 Frogont PTE Peaaenk

14 Praguamas Piativan Gar.

e ——

P TP ——

3 Angin rstivipa Morsi

& Porostaan S Lierai

7 prabcassa Stor Busmemst

P T —"

3 Inteke Klim Ketiemkana Ban nkunivitas
10 Kecukupan Formasi Gurs ASK.
[rpE——

12 Praporsi PTK Beremtifiat

13 Prepors P Penggerk

[T ——

Py T ————
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Table 3.2

Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023

Tabua sPM (2023) Pencapaian SPM (2023) sem
No Indikator Kinerja | Jenis Laysass SPM Dasar Intaingy | SOmber Testansl o mnmn-::.mu b Tnisiasi Smmbsr No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SFM ""‘;‘_?';’" T Tnisin Sumber Instansl
(2022) Matn ‘n—n.-l|.|-¢.— o || === P Penerima | Realisasi |l-h1q-l-‘ B0 || == h,-—|n-1|—|| HMuta |l-l.—l‘n-n. Bt || =
layanan layanan dasar s Iayanan
1 2 3 a [ 7 | ] ] 10 11 1 2 3 4 1 H 1 [3 [ ] 10 i1 1 2 3 4 s ] [ s 9 10 1z
Kota ton/Kota
1 [Vaksin Totasns Difetri (ra) 10944 | 10944 | DEOPFEE [ DINKES Glukometar, Strip Tes Gula Darah. Kapas
2 |Tablot Tambah Daral 2022 10044 | 10940 | Diowring | DINKES
Alat dsteksi resiko Thu Hamil, Test Kehamilan.
3 HB, &, | 2022 10944 | 10944 ° DINKES
Uia
- Tes Kehamilan 2022 10944 | 10944 DINKES
- Pemeriksasn Hb 10944 | 10944 DINKES
- Gologan Darah 2022 10944 | 10944 DINKES
- Protein Urine 2022 10944 | 10944 DINKES
4 |Kartn Thu/ Rekam Medis Tba 2022 10944 | 10944 ° DINKES
5 |Buku Kosohatan Ibu dan Anak [KIA) 2022 10944 | 10944 ° DINKES
Bukn Pedoman Diagnosis Penggolongan
Gangguan Jiwa (PPDGY I11) atau Buku
6 |Kunjungan K4 2022 10944 | 10944 ° DINKES Pedoman
Gangguan Jiwa terbara (bila sudah
tersedin)
Dokter/dokter spesialia kebidanan 2022 ar a7 ° DINKES 2 |Kit berisi 2 alat fksasi 2022 54 sa ° DINKES
& [Bidan 2022 27 27 ° DINKES 3 |Feared 2022 27 27 ° DINKES
5 |Perawat 2022 27 27 ° DINKES 4 [y et Taformasl, Edukas! 2022 Loo2 1002 ° DINKES
Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa
dan/atan tenaga kesehatan lainaya
1 |Formulis Pastogear 2022 10446 | 10448 ° DINKES
Include Media KIE (Leaflet, Lembas Balik, Pastez,
2 |Kartu ibu (rekam medis) 2022 10446 | 10445 | melude ° DINKES 2022 e
3 |Buku Kesohatan Ibu dan Anak (KIA] 2022 10446 | 1o44s | mele ° DINKES 2022 2 Reagon 2 TB 2022 150 150 ° DINKES
+ postalls Robidunan dac 27 27 o DINKES 5 | Masker jouls rumah tanggs dan masker 2022 2000 | 2.000 o DINKES
5 |Bidan 2022 27 27 ° DINKES 2022 o P B il Do HbEPkal [ g0z 15000 | 16.000 ° DINKES
6 |Perawat 2022 a7 27 ° DINKES 2022 5 |Catridge tes cepat malekuler 2022 15000 | 15000 ° DINKES
2022 s pelaporan 2022 8000 | s.000 ° DINKES
1 |Vaksin Hopatitis BO 2022 2.948 9.945 Dropping o DINKES 2022 7 Pedoman/Standar Operasionsl Prosedur 2022 38 35 o DINKES
Dokeer/ dokter spesialis penyakit dalam/
2 |Vitamin K1 Injeksi 2022 2948 9,949 ° DINKES s ! 2022 15 15 DINKES
3 |Salep/Totes Mata Antiblotik 2022 2949 .94 ° DINKES Porawat
Include
4 |Formulic Bayi Baru Labir 2022 9.949 soa9 | e | o DINKES
5 |Formulir Terpadu Bayi Muda (MTBM) | 2022 ° DINKES
6 |Buku Kosehatan Ibu dan Anak (KIA) 2022 B DINKES
7 | Doktec/dokter spesialis Anak ° DINKES
5 |Bidan 2022 ° DINKES
2 |Perawat ey o DINKES
Kalsioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP|
I ke 2022 4s.030 | 4s.030 ° DINKES
Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomos
2 mﬂrmumhmnmm 2022 49.030 | 49.030 o DINKES 4 | rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan 2022 L679 1679 o DINKES
(RDTR) kesehatan pelakeans, Nomos KTP/NIK
Include Doktar/dokter spesialis penyalit
3 |Buln Karta Thu dan Anal (KIA) 2022 45030 | 4s.030 ° DINKES 2022 s . i 2022 B 5 ° DINKES
4 |Vitamin A Bira 2022 4s.030 | 4scan | DOPRRE | g DINKES 2022 & Perawat 2022 B 5 ° DINKES
5 |Vitamin A Mersh 2022 45030 | 4scs0 | promlE | DINKES 2022 7 |Biden 2022 B 5 ° DINKES
Vaksin imuaisasi laajatan : DPT HE -Hib, Dropping
2022 9948 5949 ° DINKES 2022 8 Abli Telnologi Laboratorium Medis (ATLM) | 2022 B s ° DINKES
Vaksin imuaisasi dasar: HBO, BOG, Palio, IPV, Dropping
e 2022 9949 5949 ° DINKES 2022 S |Tenaga keschatan masyarakat 2022 B s ° DINKES
B |Jarum suntik dan Bahan Habis Paksi (BHP) 2022 49.030 | 49.030 o DINKES 2022 10 """“"‘“"""'“"‘:.":_“t:““ 2022 a0 a0 o DINKES
9 |Peralatan Anafilaktil 2022 4s.030 | 4s.030 ° DINKES 2022
10 |Bidan 2022 a1 27 ° DINKES
11 | Dokter 2022 21 27 ° DINKES
12 |Peraeat a7 a7 o DinkES
13 Al Gisi 2022 ar a7 ° DINKES
14| Gura PAUD 2022 o ° ° DINKES
15 |Kader Hesshatan ° o ° DINKES
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Table 3.3
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024-2027

tastansi
Sumber Sumber Sumber Sumber
o Inaixator Kinerja | Jonis Layanaa SPM Satusn | Tatun Dasar (2023) [tmiaiasi Penerima [misiasi tastanst Pelaksnn taisiast Instansi Pesksana | Ponerima taisiast
T Peadanaan Pelakaana ‘ganaa | Romtiansi | MU v PR Peadanaas Penurima Muta R r— Pendanaan Py e Anggaemn Pendanaan
inyaman sapanan ‘apanan
2 3 3 3 E2 [ i i i i3 bT] i5 is 7 is ) £ i 23 34 25 26 7 £ 29 T 5 £ 34 55 38
iabupaten;ota
1 |vaksin Tetanus Direri (Ta) e aropping proviasi | 0 | APED, APBN |Dinas Kesenatan
2 Tablot tambah darah (150 tablet » jumish ibu hamil) Tablet mﬂﬂ. dropping pravinsi 0 | APED, APEN
3| Alat doteke resiko Fow Harmil: Test Kehamilan Orang 3L770.570) o | APED, APBN
& | Atn dctetalresino fon Haait: Pemerixensa 55 Paet e 216620250 0| APBD, APBN | Dinas Hesenatan
X “areD,
5 Hamil : Darab Paket APBN B6.648.100| o APED, APEN
6 ‘ uria tp pens; 15% dard jumian ibu. Paket APBD, 4.332.405 | o APBD, APBN | Dinas Kesohatan
hamit) APBN
7 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple sliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV Paket APED, 259.944.300 © | APED,APEN
B | Kartu ibu/rokam medis ibu. Paat ﬁ 46325400 O | APED,APEN |Dinus Kesshatan
9 Bukn kesehatan [ dan Asak (KIA) Buxs 568539000 © | APED,APEN
10 dia promont Kommunikas nforma dan kst 135) Pt ] 108000000 o | aPmp, AP
11 Gel USG (untuk Puskesmas yaag jumlah ibu hamil] Botol ABED, 2700.000( © | APED,APEN
maategi; aPED,
12 =/ dulter oy Orang prind 342170000 © | APED, APEN
- APED,
rasio Orang. beeH 857925000 © | APED,APEN
Bidun Orang. : 686.340.000] © | APBD, APBN
15 Tonaga kesehatan ; Tenags Kefarmusian Orang. A i7L885.000( © | APBD, APBN |Dinas Keschatan
Tenaga izl P— =] 171685.000( © | APED, APBN |Dinas Kesshatan
Satu APED, —
17 oy ron Orag e ° O | APED, APBN |Di
1 Formulic partograr Formulis 71.886.100 79.078.710 O | APED, APBN |Dinas Keschatan
2 | Kartu ibu/rokam medis ibu. Paat Include Bumil Include Bumil 0 | APED, APBN |Dinas Kesshatun
Bukn FO—— et dapat pada I
s Bk Tnctuds Bumit tacluge Bumis o | apeD,avEN
4 Modin promosi Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) Paret © | APED, APBN |Dinas Kesenatan
‘Tdeni s dengan rasio o
* uatuk dokter umum dun rasia 1:16000 eviasnns) Oman O |Armb.aemw
e Paket o | apep aPEN
T Orang. © | APED, APEN
s Orang © | APBD, APBN | Dinas Kesahatan
5 Tonaga kesenatan : Tonaga Giri Orang © | APED, APBN |Dinas Kesehatan
1 Vaksin hepatiti Vaksin 12525 aropping provinsi | O | APED, APBN | Dinas Hesehatan
2 vitamia K1 injetcsi Amput 12525 asopping provinsi | O | APED, APBN | Dinas Hesehatan
3 Salep/tetes muta antibistix Orang 12628 61996770 © | APED, APBN |Dinas Kessatan
4 Formulir bayi baru lahir Farmulir inciude buku KIA o 'APBD, APBN |Dinas Keschatan
& Formulir Manajomen Terpadu Balita Muda (MTBM) Farmulir 41.331.180 o APED, APEN
6 Buku Keschatan Tbu dan Anak [KIA) ‘Buku taclude Bumil o AFED, APEN
7 Modia Promosi Kemunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 112.000.000 o | apep, aPEN
& | Temaga medis ; Dokter/Dokter Spesialis Ansk Orang 343.170.000 0 | APED, APBN | Dinas Kesehatan
9 Temagn kesshatan : Bidan Orang 686,340,000 O | APED, APBI | Dinas Resehstan
10 Tenags kesehatan : Perawat Orang 857.926.000 o APBD, APBN | Dinas Keschatan
11 Tonaga kesenatan : Tenags Kefarmasian orang 171686000 © | APED, APBN | Dinas Keseatan
Kesshiatan dan Orang 171585000 © | APED.APBN |Dinas Kesehatan
13 Tonaga Nesehatan : Tonaga Girl orang 171685.000] © | APED, APBN | Dinas Kesenatan
14 Kader Keashatun Qrang. ° o | APED, APEN
1 stundas lais Dokumen 69.969.460| O | APBD, APBN
2 Formulic m 139.938.920] o AFED, APEN
3 Bukn Kesohatan lu dan Anai (KIA] Omang incude bumil o | APED, APEN
4 Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan) Kapaul A58, Aropping provinsi © | APED, APEN
5 | Vitamin A Morah (sesusi standa 12-59 bulan) Hapsut mﬂﬁ aropping provinsi | O | APED, APBN | Dinas Kesehatan
& Vaksin imunisssi dasar: BCO Vassin e aropping provinsi | O | APED, APBN | Dinas Hosehatan
7 |Vaksin imuntsasi assar: Potio Tetes Vaxsin et aropping provinsi | O | APED, APBN | Dinas Hesehatan
& Vaksin imunisasi assar: TPV Vaxsin aropping provinsi | © | APED, APBN |Dinus Kesenatan
5 |Vaisin imeniast damars DPT 5. i Varoin g croppiag proviesi | © | APBD, APB |Dinas Kesonstan
10 Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubselia Vaksin m Aropping provinsi o APED, APEN
11 Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib Vaksin Aropping provinsi o AFED, APEN
[ e ——— Vit ke aroppiog provieai || avED, apEN
13 Jarum suatik den Sahan Mabis Pakai (BHF) Unit A58, 115.652.000) © | APED,APEN
14 Peralatan Anafilaktik Paket o 16.200.000| o APED, APBN
15 | Formula Terapi Gizi Busk Paat m“a 20400000 O | APED, APBN | Dinas Kesehatan
16 | Tonaga medis : Dokter Orang 543170000 0 | APED, APBN | Dinas Hesehatan
17 enngn mesenstnn - Blasn omae AFE, eoe040000] 0| APBD, AN [Dinms Koowastan
Py — e AP 367926000 0| APBD, APBN | Dinas Ressmatan
19 Tonaga kesehutan : Tonaga Gii Orang A, 171,585,000 0 | APBD, APBN | Dinas Kesshatan
20 Kader Kosshatun Orang ."ﬂ' 427.500,000| ° APED, APEN
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2.046.114.500( © | APED, APEN

2 3.046.114.800 0 | APED, APEN
pendidikan dasas)
3 |Kuesloner skrining Eeschatan 121844580 0 | APED, APBN

Formuli rokapitutas Rusl peiapanan kes as 121804580 o | Apmo, apmn

Basit sekolak kebutun

panti/LESA, Puskessmas|

121.844.880) O | APBD, APBN

usia 1217 tahun.

& [cmis7.5 dmm 3207 Tabun 2023 2384924 | 2384824 | UOPERE © | APED,APEN | Dinas Keschatan 2590416 | 2590416 | dropping proviasi| O Dinas Keschatan 2849458 | 2849.458 | droppingproviasl | O | APED, APEN
7 :P.' Hb meter di sekaiat ‘Tahun 2023 110 1o 165.000.000 o AFED, APBN  Dinus Keschatan 121 121 81.500.000| O ‘Dinas Keschatan. 133 133 159.650.000 a APED, AFBN.
a S0ip 0 sarun o el welns Puskcames Tahun 2022 5245 | 8345 | 1311250000 | O | APED,APEN | Dimus Kemshaten sass | sass Lanasam0 o P— sass | sas | iamasacoo | o | aPEDATEN
5 |Moaia promost nesenatan (Meaia ktvasus remaja semat) ‘Disas Kesenatan s se 108.000.000 o | A, aren

Dinas Hesehatan 34.562 34.562 dropping provinsi o APBD, APBN

11 Tenags meais : Doxter/Dokter gigh 418238700 O | APBD, APBN

12 Tenags kesshatan : Bidan 830471400 O | APED, APBN

13 | Tenaga kesshatan : Perawat 1.038.089.250| 0 | APED, APEN

18 Tensga weschatan : Tensga Gixi 207617850 0 | APED, APBN

15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 207.617.850 0 | APED, APEN

16 |Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyaraicat 246.065.600 O | APBD, APEN

RS EE DR EHEHE R TR

17 Tonags non kesehatan toriatin atay mempunysi kualifikesi tortentu : Guru a o | ApED, APEN
T esehatan peet
18 511225000 O | APED, APEN
1 [Modia promosi Komunikai Informasi dan Edukasi (KIE} ] 56.000.000 o | APBD,APEN
2 [Alat : At Uieur Linghar Longan Atas [LILA] ﬁ 5.880.000 o | avmp, avEn
3 |Atat: Temsimeter 280,000,000 o | APED, APEN
+ ot o anovooos | o | avap.aran
5 |Alat: Alnt Pemeriksa Hb Taun 2023 H.ml 150.000.000 o | APBD,APEN
6 [Alat : Ten atrip gpula aarah, Tancet, Kapas alkohol Tanun 2023 prer] 417883 | 17883 | 2925182360 o | avep, avEN
7 At : HIT VA Tes Tanus 2023 APED. 28 28 308.000.000 o | APBD, APBN
Tr— Taan 2038 AT wes | sem | wisrem | o |svoo.arew
9 Kit Opthaimologi Kamunitas Tahun 2023 Aﬂ-’ 28 28 490.000.000 o APEBD, APBN.
Taliun 2023 ] 417883 | 417883 | 417sssam0 o | aED,aPEN
11 |Atat Pelayanan K8 ﬁ o | APED, APEN
pelaporan splikast Penyakit Tidak Memutar (SIPTM) o | APED.APEN
13 Vaksin Tetanus Difteri (4] Hﬂu o | APBD,APEN
14 Tonuga medis : Doktor Aeom o | apeD, aPEN
15 | Tenaga kesenatun : Bidan H o | aED, APEN
16 Tenags keschatan : Perawat o | APBD, APEN
17 Tenags kesehatan : Tenaga Gisi AT o | APED, APEN
18 | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyurakat b o | PED, APEN
15 Rader losas hatan torlatih dun mempuayai kualifikasi tertentu o | APED,APEN
bada alat ukcur linghar porut, linglar [
uia darah APBD, AVEN

A HACEEY HHHHEHHER R HEHEHEHBHEGEHEEHEH HHEEEEHEEHEOE AR R AL

4| Bahan medis Habis Paka: strip uji pemerikeasn gula darah dan kolesterl, lancet, kapas alkalial pkd APED, APEN
B et e (BUILAS), instrumen Aktivita Aotivity Tahun 2023 2 2 14000000 o | AP | Dinas Keschatun 14000.000 O | APED, APBN
& Buku atau aplikasi pencatatan Tahun 2023 46947 46947 1.737.035.300| ] 51642 1.910.738.330) 0 | APBD,APEN
7 Media promos: Kemunikasi laformasi dan Edukasi (KIE|] ‘Tahun 2023 56 56 112.000.000| W‘ 112.000.000 o APED, AFEN
& | Tenags meais : Doxter AFH- 168.000.000] o | APBD, APEN
9 Tenags keschatan : Bidan ‘?H- #40.000.000 o | APBD, APEN
10 Tenaga kesshatan : Perawat Am 672.000.000| a APBD, APBN
11 Tenags kesehatan : Tenaga Oizi m 168.000.000| a APED, APEN
12 Tenaga keschatan : Tenaga Keschatan Masynralat g 168.000.000| g | APED, AFEN
- - 10200000 o | aPmD, APEN
3 [Proman penpendutin hipértensi dan eedia Kemunibus. nforrats, E4uvkus (KIEllpandann dulsra Arep. 28 56000000 O | APED,

2 ot Bipertens. o | A wseer 171731860 o | AvED, APEN
3 [Tasimetss (mengusar toxaaen o AV 1o 290000000 0| arm, arem
4 |Formuis pencatatan aun pelaporun Aplikasi Sehat Indonesiak [ASIK) oA 28 o o | arap,arsn
5 [5- Modia ool Kasroniamst niorman s B4mnne ) (pingamtns pongmiss maspamaet DR 5 s Taomm00] o | Aven,aran
B — . e T T e e
R e e I T T T v
B 8. Tenaga keschatan : Perawat ‘Tahun 2023 112 12 672.000.000| O 'nm' Dinus Kesvhatan. 112 112 672.000.000| a APED, APEN
9 9. Tenags kesehatan : Tenaga Gizi Tahus 2023 28 28 168.000.000 O W‘ ‘Dinas Heschatan e 28 168.000.000 o APED, AFEN
[ e ————r———— Taen 2023 = = Tes000000] 0 | AP | i wevnian s = Sesoo0o00 o | APaD.avEn
e —— = e I R R T R
1312  Tonses Besehatn  Tensgs Keetatan Maryamiat Taunozs = = 168000000 0 | VB | piaae eswhatin » = 1o8000.000] 0| avop.aran
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9) |Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Omang | Tahun2023 | 17.552 | 17.552 1535.062.816| O | APBD, APBN |Dinas Keschatan | 19.307 | 19.307 4.370.838.400 APED, APBN | Dinas Keschatan | 21238 | 21238 4.702.922.240 APBD | DinasKeschatan | 23.362 | 23.362 5.068.214.464 APBD, APBN | Dinas Kesehata
1 [Obat Diabetes Metitus Paet Tahun 2028 17552 | 17.552 0 | APBD, APBN | Dinas Kesehatan 19307 | 19307 | 3.185.688.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 21238 21238 3,504,256.800 ‘A:‘; Dinas Kesehatan 23362 | 23362 3.854.682.480 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
2 ::“’l’"m’ stan Ginkometer {melakukan pemeritsaan gula darah, minimal 1 ¢ setisp fspankes sesua Unit Tahun 2023 81 81 O | APBD, APBN | Dinas Kesehatan 84 84 42.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan 8 8 42,000,000 AA’:';' Dinas Kesehatan 84 84 42.000.000 APBD, APBN |Dinas Kesehatan
BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosaatan |y Tahun 2023 17552 | 17.552 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 19307 | 19307 185.150.400) APBD, APBN | Dinas Kesehatan 21238 21238 148.665.440 APBD. | Dinas Kesehatan 23362 | 23362 163.531.984| APED, APBN | Dinas Kesehatan
strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet APEN
4 |Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK Formutir | Tahun 2023 108 108 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 108 108 o APBD, APBN | Dinas Kesehatan 108 108 o APED, | 1 s Kesehatan 108 108 o APBD, APBN |Dinas Kesehatan
(Aptikasi Sehat Indonesial), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) APBN
Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdii da: 1 (satu) apED,
5 |Panduan Praktik Kinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) | Paket Tatun 2023 81 81 0 | APED, APBN | Dinas Keschatan 84 84 168.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 84 84 168.000.000 Aoy | Dinas Kesehatan 84 84 168.000.000) APED, APBN | Dinas Keschatan
media KIE tentang penyakit tidak menular)
6 |Tenaga medis : Dokter Orang Tahun 2028 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 28 28 56.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 56.000.000 APBD. | Dinas Kesehatan 28 28 56,000,000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
7 [Tensga kesehatan : Bidan Orang Tahun 2023 135 135 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 140 140 280.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 140 140 280,000,000 APBD. 1 piras Kesehatan 140 140 280.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan
8 [Tenaga kesehatan : Perawat Orang Tahun 2023 108 108 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 12 12 224.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 12 112 224,000,000 APBD) | pinas Kesehatan 12 12 224.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan
9 |Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang Tahun 2023 54 54 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 56 56 112.000.000) APED, APBN | Dinas Keschatan 56 56 112.000.000 APBD) | pinas Kesehatan 56 56 112.000.000) APBD, APBN | Dinas Keschatan
10 |Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang Tahun 2028 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 28 28 56.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 56.000.000 APBD, | pinas Kesehatan 28 28 56.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
11 |Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang Tahun 2028 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 28 28 56.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 56,000,000 APBD, 1 pinas Kesehatan 28 28 56,000,000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
12 |Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ali Teknologi Laboratorium Medil (ATLM) Orang Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 28 28 56.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 28 28 56,000,000 APBD) | pinas Kesehatan 28 28 56,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan
i Berat Orang | Tahun2023 718 718 250.000.000| O | APBD, APBN |Dinas Kesehatan| 859 859 1.191.140.000 APED, APBN | Dinas Keschatan | 945 945 1.196.294.000 A | pinssKesonataa | 1039 1039 1.201.963.400 APED, APBN | Dinas Kesehata
1 |Buku Pedoman Penggolongan dan Diagaosis Gangguan Jiwa (PPDGJ Il atau Buku PPDG terbaru (bila Buku Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 28 28 14.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 14.000.000 APBD, | pnas Kesehatan 28 28 14.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik) APEN
2 |Penyediaan Psikofarmalka (pengobatan,/medikasi) Jenus Tahun 2023 718 718 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 859 859 51,540,000 APED, APBN | Dinas Keschatan 945 945 56.694.000 Ay | pinss Kesohatan 1039 1.039 62.363.400 APED, APBN | Dinas Keschatan
Penyediaan formuli skrining kesehatan jiwa dan/ ata diaan melalui aplikasi (instrumen untui APED,
g |Fenvediaan formt ining kesebatan jiwa dan/ atau penyedisan melalui aplikasi (instrumen uat Formutir | Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 28 28 2.800.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 2.800.000 " | Dinas Kesehatan 28 28 2.800.000 APBD, APBN |Dinas Kesehatan
skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver) APBN
i 1 talui sistem informasi kesehats tata
::;z;:")‘ formuliz pencatatan dan [ dan Formulir Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 28 28 2.800.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 2.800.000 ‘;‘;:’,‘ Dinas Kesehatan 28 28 2.800.000 APBD, APBN |Dinas Kesehatan
5 | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Meia | Tahun2023 54 54 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan s6 s6 112.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 56 56 112,000,000 APED, 1" Dinas Kesehatan 56 s6 112,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan
6 |Tenaga kesehatan : Dokter Orang Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 28 28 168,000,000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 > | Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
[Tonaga keschatan : Tenaga keschatan yang memiliki kompetensi dan k 4 bidang kesehatan jiwa ) i APBD, . .
7 " o " " Orang Tahun 2023 108 108 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 112 12 672.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 12 112 672,000,000 Dinas Kesehatan 12 12 672,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan
(contoh: Psiolog Klinis, perawat jiwa, peravat terlatih) APEN
8 [Tenaga lain yang terlatin di bidang kesehatan jiwa, Orang Tahun 2028 27 27 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 28 28 168.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 ‘Ai:‘]"' Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
9 |Tenaga profesional ainaya Orang Tahun 2028 [ [ 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan o ) 3 APED, APBN | Dinas Kesehatan [ o 3 ii:';' Dinas Kesehatan 0 [ 0 APBD, APBN | Dinas Keschatan
Terduga Omang | Tahun2023 | 15184 | 15184 1836.976.700| 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan| 16702 | 16.702 7.124.850.000 APED, APBN | DinasKeschatan | 18373 | 18.373 7.658.231,000 :::' Dinas Kesehatan | 20210 | 20210 8.244,686.100 APED, APBN | Dinas Keschata
1 [Media promosi Komunilkasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket Tahun 2023 1500 | 1500 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 1500 1500 | 150.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 1500 1.500 150.000.000 A | pinss Kesohatan 1500 1.500 150.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan
2 |Reagen Zn TB Kit Tahun 2023 ) 89 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 98 98 186.010.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 108 108 204.611.000 Aoy | pinas Kesohatan 118 118 225.072.100 APBD, APBN | Dinas Keschatan
3 | Masker bedah dan Masker N95 Paket Tahun 2028 15184 | 15.184 0 | APBD, APBN | Dinas Kesehatan 16702 | 16702 | 417.550.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 18373 18373 459.325.000 ‘A’;z‘; Dinas Kesehatan 20210 | 20210 | 505250000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
4 :::;1‘::: Kaca stide, Bahan Habis Pakal (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak | p,y .y Tahun 2023 15184 | 15.184 O | APBD, APBN | Dinas Kesehatan 16702 | 16702 | 250.530.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan 18.373 18.373 275.595.000 ‘Ai:‘]"' Dinas Kesehatan 20210 | 20210 | 303.150.000 APBD, APBN |Dinas Kesehatan
5 [Katrid tes cepat molekuler Test Tahun 2023 15184 | 15.184 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 16702 | 16702 | 3.340.400.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 18373 18373 3.674.600.000 i’;‘; Dinas Kesehatan 20210 | 20210 | 4042.000.000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
6 |Formuli pencatatan dan pelaporan Dokumen | Tahun 2023 2060 | 2060 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 2,060 2,060 2.060.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 2,060 2,060 2.060.000 ii:‘;‘ Dinas Kesehatan 2,060 2,060 2.060.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
7 |Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen | Tahun 2023 10 10 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 10 10 17.500.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 10 10 17.500.000 A | pinas Kesenatan 10 10 17.500.000 APED, APBN | Dinas Keschatan
8 [Tuberkutin Viat Tahun 2023 200 200 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 220 220 | 1187.400.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 242 242 1.251.140.000 ‘;‘;:’,‘ Dinas Kesehatan 266 266 | 1376.254.000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
‘APED,
9 |Tenaga medis : pesialis penyakit dat pesialis paru Orang Tahun 2028 15 15 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 15 15 90.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 15 15 90,000,000 appy | Dinas Keschatan 15 15 90.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
10 |Tenaga kesehatan : Perawat Orang Tahun 2028 108 108 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 12 12 672.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 12 112 672,000,000 | Dinas Kesenatan 12 12 672,000,000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
11 |Tenaga kesehatan : Tensga Kefarmasian Orang Tahun 2023 54 54 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan s6 s6 336,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan 56 56 336,000,000 Aoy | pinas Kesohatan 56 s6 336,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan
12 |Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 28 28 168,000,000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 i’;z‘;‘ Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
13 |Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medilk (ATLM) Orang Tahun 2028 27 27 0 | APBD, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 ii:‘;‘ Dinas Kesehatan 28 28 168.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
14 |Tenaga kesehatan : Radiograler Orang Tahun 2023 0 30 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 31 ) 186.000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 51 31 186.000.000 A | pinas Kesenatan 31 E 186.000.000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
15 |Kader Kesehatan Orang Tahun 2023 34 34 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 34 34 3.400.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 34 34 3.400.000 ';‘;:’,‘ Dinas Kesehatan 34 34 3.400.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
tayanan rinfel Daya Tahan
127 : Terinteksi Virus TububMaausia | o0 | tamazozs | 19275 | 19278 517.350.000 O | APBD,APBN |Dinas Kesehatan| 21203 | 21203 2.712.963.500 APED, APBN | DinasKeschatan | 23.323 | 23.323 2.761.457.600 APED, | DinasKesehatan | 25.655 | 2565 2.814.801.110 APED, APBN | Dinas Keschata
(Human Immunodeficiency Virus) APEN
1 [Media i Komunitasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket Tahun 2023 s 5 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 10 10 20,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan 10 10 20,000,000 APED) | pinas Kesehatan 10 10 20,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan
2 |Tes cepat HIV/ Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama Test Tahun 2023 14125 | 14125 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 15538 | 15538 | 310.750.000 APED, APBN | Dinas Keschatan 17091 17091 341.825.000 Ares | pinss Kesohatan 18800 | 18800 | 376.007.500 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
g |Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang Paket Tahun 2023 19275 | 19275 0 | APBD, APBN |Dinas Kesehatan 21203 21208 | 159.022.500 APBD, APBN | Dinas Kesehatan 23.323 23.323 174.922.500 APBD, | pinas Kesehatan 25.655 25.655 192.412.500 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
sesusi/Vacutainer dan Jarum Sesusi APEN
:':;:':‘:;;'/m media yeng betisl nomor sekam medis, aomor fuaiitas pelayanan kesehatan pelaksna, Paet Tahun 2023 1381 | 1381 O | APBD, APBN | Dinas Kesehatan 1519 1519 15.191.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan 1671 1671 16.710.100 :’:’;’ Dinas Kesehatan 1838 1838 18.381.110 APBD, APBN |Dinas Kesehatan
5 |Tenaga medis : pesialis penyakit dal pesiatis kulit dan kelamin Orang Tahun 2028 35 35 0 | APED, APBN | Dinas Keschatan 35 35 210,000,000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 35 35 210.000.000 APED, | Dinas Kesehatan 35 35 210.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
6 |Tenaga kesehatan : Bidan Orang Tahun 2028 135 135 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 140 140 840.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 140 140 840,000,000 APBD, | pinas Kesehatan 140 140 840.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
7 [Tensga kesehatan : Perawat Orang Tahun 2028 108 108 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 12 12 672.000.000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 12 112 672,000,000 APBD) | pinas Kesehatan 12 12 672,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan
8 [Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Orang Tahun 2023 35 35 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 35 35 210,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan 35 35 210,000,000 APBD) | pinas Kesehatan 35 35 210,000.000 APED, APBN | Dinas Keschatan
9 |Tenagn kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat Orang Tahun 2023 27 27 0 | APBD, APBN | Dinas Keschatan 28 28 168,000,000 APED, APBN | Dinas Keschatan 28 28 168.000.000 APBD) | pinas Kesehatan 28 28 168.000.000 APBD, APBN | Dinas Keschatan
10 |Tenaga non kesehatan Terlatin/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan Orang Tahun 2028 18 18 0 | APBD, APBN |Dinas Keschatan 18 18 108,000,000 APED, APBN | Dinas Kesehatan 18 18 108.000.000 APBD. | pinas Kesehatan 18 18 108.000.000 APBD, APBN | Dinas Kesehatan
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|Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi
sorban bencana

2 |Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

2022

Pembangunan kembali rumah bagi korban
[bencana

2022

Pembangunan baru di lokasi baru/ relokasi bagi
korban bencana.

Pasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan
Tanah dan/atau Bangunan

2022

2 |Subsidi nang sewa

2022

3 |Penyediaan rumah layak huni

2022

Pencagaisa SPM [2023) Peacagaian SPM [2024) Poneagaian SPM [2025)
Tobun Dasar | Pegerima Sumber | lostamsi Sumber | lnstassi
%o Indikator Kiscrja / Jenis Layaman SPM. Satuan Muts. 1 instansd Pelskians | penerims Mty tnislasd Penirima Mutu Pendanaan | Pelsksana | PeBStima Mty adelead
(2022 rq.:- Realisasi Reatisasi Anggurus o | Roslisasi Rodlisasi. Anggaran Pendanuan | Pelaksana gy | Rostsasi Reatisasi Angguran e | Rl Reslisssi | Angarn
f 2 3 ) s 7 s s 10 1] 12 i} 1e 15 18 a7 18 15 £ 21 22 23 2¢ 28 o7 28 E] 0 ot 53 ) e “
mian
4 [mioum meai SPAM vusingsa Purpipasn teatas Rusativss (2ot 123655 | 123497| 13811696000 158 Are0 oru ss0| 350 | 6.769.6662.000 ars0 | bro s 50| 300000000 a0 | DRU £l 50| 6000.000000 | - v oy
Wumlah remah tonges yang mendagatkan akees terhadap air
3 [l e 20t i Py it b saes | wmasn| smerissso| ua|  aow - 0| sm0|  amsaao e o | o s | e ®| o] aseoomson| - - -
jernany
3 |miavuen moaisi SPAM Buksn Juriagaa Perpipuan tertatap |0t 19323 1s023| 13m1em6000 Aps0 oru n m| 220000000 arso | oo £ 20 oo ™ ) S arsp ry.
Fomian
Ll sttty M i 17966 17866 13.811696.000 apm oy n n| 220000000 aven | DR n  w o0 ) ) - aveD oy
titak berbas
Sistem Pesgeolass Al Limbah Dossestik Setssapat (SPALD-5)
1 [Ruzali 116.449 116,449 1.030.100.000 APBED oPU 180 188 2.369.850.000 APED bRy 100 100 3.500.000.000 APED DPO 100 100 | 4.000.000.000 - 100 100 | £.000.000.000 APED BRU
minisnal 1 akses posigolahan s isbah dometix) o
Satom E ]
2 [Ruma 116,449 116,449 1.030.100.000 APED oPU . . B .
[Sistem Pangeotasn A Limbah Domestik Setempat (SPALD.§|
a [Fumak 17.634 17.634 1.030.100.000 APED oPu 150 158 APBD bRy 100 100 APED oPU 100 180 | 4.000.000.000 - 100 100 APBED bRy
Ixcpadatan pendnsis 26 jshektar du seturan wiaysh
erkotaan)
|Sistam Pumgebolaxn Air Limbah Domestik Terpusst (SPALD-T)
. i aese| asss|  ase2es0084 Ape0. ort 20| 280 4rTIsdsEn arso | bey 50 8| 4600000000 apsp | oRu 0 0| wennansine - s 50 | 16.500.000.000 arsn ey
({minismal 1 akses pengolahan ais Eimbak domestik| Tangz
[Sistem Pongeoiaxn Al imbih Domests Terpusst (EPALDT)
5 [Fuman 4656 4686 3.362.550.084 APED oPu 250 250 4777945600 APED DRy &0 B0 4.600.000.000 APED PO 50 BO | MHIHRNE £ 50| 16.500.000.000 APED DRy
Tabel 3.5
Peneapaian SPM (N+1) 2023 Pencapaian SPM (N+2) 2024 Peneapaian SPM (N+3) 2025 SPM (I=4) 2026 Peneapaian SPM (N+5) 2027
. o . Tahun Sumber Instansi | Penerima Instansi  [Penerimal Instansi
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan :
g Dasar () Penerifia |p oo iivasi| Mutu|Realisasi  Anggaran Pendanaan | Pelaksana | Layanan Realisasi Mutu |Realisasi| Anggaran Pelaksana | Layanan | Realisasi| Mutu|Realisasi| Anggaran Mutu Realisasi| Anggaran Realisasi| Mutu |Realisasi| Anggaran Pelaksana
Layanan Dasar Dasar
6 8 18 23 | 24 | 25 26 32 33 34 39 | 40 | a1 42

125.000.000

APBD

Disperkim

270.000.000

APBD

Disperkim

APBD

Disperkim

21.600.000

APBD

Disperkim

APBD

Disperkim
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Tabel 3.6
Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kota Balikpapan 2023-2027

ian SPM (2023) Pencapaian SPM (2024 sian SPM (2025) aian SPM [2026) wisn SPM (2027)
Tabun
r . & c n Penerima P Sumber | Instansi | Penerima Sumber | Instansi | Penerima Sumber | Instansi | Penerima Sumber | lastansi | Penerima Sumber | Instansi
= Hiness / Jexis Lapansn (2032 | Layensa Mutu |Reatisasi| Aaggaran Pendanann | Pelakiana | Layaoan |Reatiessi| Mut |Reatisasi| Aaggusn | %% | pondansan | Peiaksaan | Layanan | Restisasi | Mutu |Restisasi| Anggaran Polaksans | Laysnan | Reatisasi | Mutu | Reslisasi | Angparan Pendanaan | Polaksand | Layanan | Realisasi | Mutu |Restisasi | Anggarsa Pendanaan | Peiaksana
Dasar Dasar Dasar Dasar Dasar
1 2 3 4 5 7 ] B 10 11 2 13 4 | 15 | 1o 17 15 19 20 21 22 23 | 24 25 27 28 29 30 | a1 | a2 33 35 36 37 38 39 | 40 41 43 44
rtib Terhadap SATPOL
a) Penegakan Mutn dan. rugi erang 2022 50 s0 25.000.000 o APBED SATPOL PP 2 2 '50.000.000 o APED SATPOL PP 2 2 100.000.000 APED SATPOL PP 2 2 100.000.000 APED B 2 2 100.000.000 APED SATPOL PP |
| Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas saTPOL
1 |barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit | 2022 938 | 338 | 1557.500.000| © APED | SATPOL PP 58 | 58 (1987584500 o0 APBD  [SATPOL PP 25 | 25 000 APED | SATPOL PP 25 | 25 |2 APBD op 5 | s APBD  [SATPOL PP
e
Standur Operasional Prasedur (SOP) Satpol PP (SOP
penegukan Pesda, pelaksanuin penunganun | .
2 unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan n 2022 20 20 100.000.000 o APED SATPOL PP 6 6 100.000.000 a APED SATPOL PP 6 6 100.000.000 APBD SATPOL PP L) L) 100.000.000 APED P 6 6 100.000.000 APED SATPOL PP |
penting, polaksanaan operasional patrolij
‘Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satPOL
3 anggota Perlindungan masyarakat Kualitas erang 2022 233 233 1203.715.000 o APBD SATPOL PP 155 185 233.000.000 o APBD SATPOL PP 10 10 250.000.000 APED SATPOL PP 10 10 500.000.000 APBD PP L] 5 500.000.000 APBD SATPOL PP |
'SDM)
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan
Traatibum akibat penegakan terhadap dokume SATPOL
s e Pt ame | 2022 25 | 25 | 12500000 | © APED | SATPOL PP 2 2 | 50000000 | o APED  [SATPOL PP 2 2 | s0.000.000 APED | SATPOL PP 2 2 50.000.000 apBD s 2 2 | 50.000.000 APBD  [SATPOL PP
pelayanun
& |Warga negara yang memperoloh pelayanan kerugian materil| orang | 2022 26 | 25 | 12800000 | © APED | SATPOL PP 26 | 25 | 25000000 26 | 25 | 25000000 26 | 25 | 25000000 satpoL 26 | 25 | 25000000
o APED  [SATPOL PP APED | SATPOL PP APED APED  [SATPOL PP
(Rerusmian nkibet prnegrkan peixsggaran Parde dan 28 | 25 | 25000000 25 | 25 | 25.000.000 25 25 | 25.000.000 e 25 25 | 25.000000
Perkada, i sed k borat]
{pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan a
Perd: erang 2022 50 s0 25.000.000 o APBD SATPOL PP 50 50 50.000.000 o APBD SATPOL PP 50 50 100.000.000 APED SATPOL PP 50 50 100.000.000 APBD PP 50 50 100.000.000 APED SATPOL PP |
dengan membavwa ke rumah sakit/pusat keschatan
Hebencanaan
Pemetaan terhadap lokasi/dacrah rawan bencana melatui
1 |peayusunan dokumen Kajian Risiko Bencana tersedisnya | “X4™ | 2022 1 1 o apED BPED 1 1 ° apED BPED 1 1 | 00.000.000 aPED 1 1 . APED 1 1 . APED BPED
KRB datam yang sah flegat)
2 :““"""'r""““"“‘"““"""“ orang | 2022 70000| 70000 o APBD BPED #ebin | 70.000 o APBD BPED wonne | 70.000 B APBD whene | 70.000 B APBD BPBD awwen | 70,000 - APED BPED
Tnformasi dun Equkasi
S - orang | 2022 22500| 22500 | 124.000.000 | O APED BPED +a%es | 23.500 | 300.000.000 | O ApED BPED #4a4s | 24200 | 350.000.000 APED EPED #p488 | 25.000 | 400.000.000 APED EPED #r#es [ 26,000 | 500.000.000 APED BPED
4 Penyedisun dan pemasangas rembu evakuasd dus papas unit | 2022 150 | 150 |2.365.000.000| O APBD BPED 150 | 150 | 150.000.000 | o APBD BPBED 150 | 150 | 150.000.000 APBD BPED 150 | 150 | 150.000.000 APBD 150 | 150 | 150.000.000 APBD BPED
Sazana prasurana ‘Dencana (seperti : tenda
1 | Komando, mobil rescue, dapur umum, tenda poska unit | 2022 20 | 20 2391000000 0 APED BPED 20 | 20 [1500.000.000| © APED BPED 20 | 20 |[1 APED BPED 15 5 [1 APED BPED B | 15 1 APED BPED
xeschatan, alr sanitast,
personil/Sumber Daya Manusia
(SDM} [terlatihnya aparatur yung menangani sub-urusan
2 bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan ravan erang 2022 300 300 92.500.000 o APBD BPBD 300 300 200.000.000 o APBD BPED 300 300 250.000.000 APED BPED 300 300 300.000.000 APBD BPED 300 300 350.000.000 APBD BPED
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
komanda
1 posko | 2022 2 2 50.000000 | 0 apED BPED 2 2 | so000000 | o apED BPED 2 2 | so.co0.000 apED BPED 2 2 50.000.000 apED BPED 2 2 | s0.000.000 APED BPED
2 [Pendataan terhadap wacgs yang orang | 2022 1700 | 1700 | 200.000.000 | © APED BPED 1700 | 1700 | 20000000 | © APBD BPED 1700 | 1.700 | 200.000.000 APBD BPED 1700 1700 | 200.000.000 APBD 1700 1700 | 200.000.000 APED BPED
3 b dokeume | 2022 i 1 o APED BPED 1 1| s0.000000 [ 0 APBD BPED 1 1 50.000.000 APED BPED 1 1 50.000.000 APBD BPED 1 1| 50000000 APED BPED
dolumen kuji cepat dun penctapan status darurat beneans) | n
Reapon Cepat kejadian inar binsa (KLB| penynkit/wabah
4 |z00nosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil laganan | 2022 1 1 45.000.000 o APED BPED 1 1 50.000.000 o APED BPED 1 1 50.000.000 APBED BPED 1 1 50.000.000 APED BPED 1 1 50.000.000 APED BPED
KLB 24 jam)
5 ‘bemeana o laganan | 2022 12 12 100.000.000 o APBED BPED 12 12 150.000.000 o APBD BPED 12 12 150.000.000 APED BPED 12 12 150.000.000 APBD BPED 12 12 150.000.000 AFED BPED
Tingkat waktu tanggap [response time) 15 menit sejak
tiba di lokasi dan
B evakuasi iayanan | 2022 s0 | 50 | 300.000.000 | © APBD BPED 50 | 50 |350.000000 o APBD BPED 50 | 50 | 350.000.000 APBD BPED 50 | 50 | 350.000.000 APBD 50 | 50 | 350.000.000 APBD BPED
Dinas
pemadam
2 | dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di an 2022 12 12 500.000.000 o APED BPED 12 12 o APBD BPED 12 12 - APED EPBD 12 12 - APED EPED 12 12 500.000.000 AFED BPED
Sasana prassrana pemadam kebakeran (pos damkar & mobil |
Qambkar sebagai contol : mobil damicar, kapal dambar,
3 ‘mobil 3 unit | 2022 926 | 326 |8.792012400| 0 APED BPED 392 | as2 ° apED BPED 326 | 326 000 aPBED BPED s26 | 928 aPBD BPED 326 | az6 APBD BPBED
41L), penyelamatan dan svakuasi (helm petugas
Kapasitas aparatur kebakaran dan.
penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumish sparstur
. o orang | 2022 250 | 250 | 105.000.000 | 0 APED BPED 250 | 250 | sov.000.000 | O apED BPED 250 | 250 | 600.000.000 APED EPED 280 | 250 | 650.000.000 APED EPED 250 | 250 | 650.000.000 APED BPED
pemadam 1)
Pl begi
5 menjadi laganan | 2022 50 s0 300.000.000 o APBED EBPBD 50 50 300.000.000 o APBD BPBD 50 50 300.000.000 APED BPED 50 50 300.000.000 APED BPBED 850 50 300.000.000 APED BPED
Pelayanan penyelamatan dan cvakuasi Dagi WATga negam
'3 febakaran (lorba laganan | 2022 15 150 | L500.000.000| © APED BPED 15 15 |1500.000.000( o APED BPED 15 15 |1 APED 15 15 |1 APBD 15 15 |1 APED EBPED
tuka fisik, hilangays ayswa, mengalami trauma, serta
"
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Tabel 3.7

Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan 2023-2027

Tamun
[ [T -
Satusn Dusar Penerima Penerima Penerima Inisiasi Tmisinsi
’m ‘Pendanaan | Pelaksana Mutu ‘Pendanaan | Pelaicsana
oot Dot Do = = =
5 £} 35 i ¥ k3 55 35

I

—

_—

-

i

126

7

2

s

2

3

1 Layanun duta dun pengaduan, n

Punyedisan lapunan kedaruratan lxyanan reaksi copat
Penyeaisan pormamanan

|Pemberian bimbingan fialk, meata), spiritual dan sosiat
7 |Pemborian bismbingan sosial Mepads Keluasgn snak tertantsr
Tandn

Kartu
& |Pendutu, Akta Keiahirun, Surat Nikah, dan/atau Kartn
1dentitas Anax ( Buksi aokumen kepondaduran

[AKaes ks fayunan pendidikan dun kesehatan dasss | Dusilitasi
tayanan pndidiken dan kesshatan

10_|Pemberian peiay neiusuran ket
11_|Pemberian pelayanan reunifixasi Kerusr
12 |Lapanan rujuxan
[Layanan dats dan pengaduan
|Penyeaiasn layansn Keasruratas / layanss realsl cepat
Penyedisan sandang

Peayediaan perbekaln keschatan (Peapediasn PIK]
Pumburian bimbingan fisik, mental, spiritun dan sosial
Pemberian bimbingan sosial kepada kelaarga lanjut usia terdantas

Kartu Tanda.
@ |Penduduk, Akta Kelahiran, Surst Nikah / Bukti dokumen

1
2
B
)
& |Penyetiann slat basta
&
7
®

10 |Axses ke ’ e
11 |Pemberian petayanan penciusuran kemasg.
12 |Pemberian pelayanan reunifikasi kebusrg

HHHHERHEHHHEEH HERERHHHHEEE - A e “

SN MR I A

Jalgla] 8 =!.-2:xs!!. o |B[E[]-]al®

1 |[Layanan dats dan pongaduan Ormng -] APBD | Dinas Sosiat
2 |Peayetiaan layanan kedaruratan / layanan reaksl cepat Orang | aPED | Dines Sosiat
3 |Peaystiann permakunss Orang | aPED | Dines Sosimt
4 |Penyediasa sandang Orang ©| APED | Dines Scsit
5 [Panystinan gerbuiatan kosshatan (Penpodiasn P3K) Orng ~| aPBD | pinas sosis
& |Pemborian bimbingan fisik, mental, spisitun dan sosint Orang | aPED | Dimas Sosin
 [Pemberian bimbingan sosial Kepada keluarga pelandingan daa | o | apED | Dimes Sosim
Kartu Tanan

& |Pendutut, Akrta Ketahiras, Surat Nikah, das/atau Kartu Orsag .| apmp | DinasSosist

aentitas Asai | Bukti askumen Rependuduian Ditulangll

\Axses i Inyunan pendiaixan dan Resehatan dusar [ fasiiitas
*® |ayanan pendigixan an kescnatan Omag -| APED | Dines Sosin
10 |Pemborian peiayansn penelusuran ki Orsag ~|_APED | Dinus Souimt
11| Pumborian pubiysnin reunifikasi keuarga Orsag —|_APBD | Dinus Souimt
12 i o — | APED  Dinus Sosiat
1 |[Peaystiaan permakansn Orsag -| aPED | Dinus Sosia
2 |Penyetiann sandang Ormng | aPED | Dinas Sosint
3 |Penyediann tompat penampungan pengangH Unit <] APBD | Dinks Sosiml
4 |Pensapaasn Enusus bag Relompor reatan orsag | apen | pinss sosim
& |Petayanan duiungan Paikososial orang | aPED | Dimas Sosin
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah di Pasal 18 mengamanatkan bahwa
Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-
Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar
memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas
pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan
berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD
sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA
SKPD. Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait
dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah
yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang
dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan
arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan.
Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada
satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk
mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen
perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini
mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu
ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu
strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang,
jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat

perumusan:
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a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan
dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian
kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran
anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan
dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya
dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk
setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan
daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah
Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan
program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program
Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program
Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan
dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

f.  Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat

perumusan:

a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan
dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan
kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan

dasar.
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Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya
dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan
bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya
untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar
dalam rencana kerja tahunan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana
indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra

Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan
dasar.

Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang
dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
pemenuhan kebutuhan dasar.

Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan,

khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan
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alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja

Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan
dengan wupaya optimalisasi pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam pemenuhan kebutuhan dasar

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan,
dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran

Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga

termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan

pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA)
dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA

OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya

melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama
antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran
tahunan daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
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pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum
disepakati dengan DPRD;

Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD

sebagai dasar penyusunan APBD.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan
pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran
pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu
dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara
berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada
kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan
cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular
berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui
apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan
perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator
pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang
ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan
dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan
pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman
serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan
memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi
hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan
evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan

kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai
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atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka

segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan
proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan
program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan
untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang
akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari
berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga
konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan
yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran
untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan,
penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan
memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal
perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam
penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini
pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan
menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan
dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak.
Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang
kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan
atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan
dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan
tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada

pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan
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program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi
kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat
pelaksanaan pemantauan.

S. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab
kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan
dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah
dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok
masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan
lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang
baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat
fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah
tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat
mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah
sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu
(target) telah mencapai mereka.

c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi
yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan
masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan
sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi
yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan
dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak
cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui
hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil
Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang

sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk
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mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang
diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek
hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika
program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai
dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di
Kota Balikpapan, maka indikator utama yang digunakan adalah
indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan,
dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah
ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika
target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di
crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan
dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi
kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau
tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat
terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan
program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan
identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah, beberapa pertanyaan dasar pada aspek
kebijkan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung
maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?

2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya
malah menghambat pemberian layanan dasar kepada
masyarakat?

3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda
bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
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Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-
masing bidang SPM?

Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang
dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?
Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori
tersebut?

Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek
SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan
kepada seluruh warga negara calon penerima dengan
standar mutu minimal sesuai perundangan?

Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM,
pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM
yang akan dilibatkan?

. Koordinasi, beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi

antara lain:

1.
2.

3.

Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu
perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian
pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan
dasar (SPM) dalam menerapakan dan melaksanakan
pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini
masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang
timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin
dilakukan?

Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam
melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di
level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan
bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah

dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan
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pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi?
Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu
dapat diatasi?

Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga
nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di
daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas
kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah

utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

. Manajemen Kerja, beberapa pertanyaan dasar pada aspek

manajemen kerja antara lain:

1.

Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika
ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu
dapat diatasi?

Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan
tim penerapan, proses pendataan, penghitungan
kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan
SPM, apa ada problem manajemen yang membuat
penerapan SPM jadi terhambat?

Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana
SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang
pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa
masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana

persoalan tersebut dapat diatasi?

. Pendanaan, beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan

antara lain:

1.

Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang
memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi

seluruh calon penerimanya?
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Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola
pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM?
apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan
periodisasi tahun anggaran?

Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh
bidang secara  paralel, bergantung penghitungan
kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya,
ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi
patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM?
perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi
anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang
ditetapkan?

Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat
dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana
proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam
memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer
ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan
anggaran paling besar? Dan mengapa?

Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang
dimanfaatkan oleh

Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada
warganya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar
anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta
berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?

Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah,
berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang

diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total
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cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung

kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan
menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai

berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

Jenis Mutu

Indikator Reali | Presentase
No Pelayanan | Layanan Satuan | Target Permasalahan
SPM sasi Capaian
Dasar Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang
berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan
evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui
kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan
hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi
diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian
tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang
nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu
kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran,

pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan
tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada
prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan
dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian,

stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang
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harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan

berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Gubernur, WaliKota menyampaikan laporan SPM secara triwulan
melalui aplikasi berbasis web (e-SPM):

https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama
pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021,
dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang
dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha
pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap
Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus
terhadap:

1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan
target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun
penerapan SPM;

2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil
pelaksanaan;

3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran
pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus
terhadap:

1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2. Bagaimana SPM diposisikan?


https://spm.bangda.kemendagri.go.id/
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3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah
anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan
penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab
permasalahan utama SPM?

4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan
pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima
layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai
target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan
sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan
pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis
permasalahan dalam  melaksanakan  penerapan dan
pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis
terfokus terhadap:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2. Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan
penerapan SPM?

3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang

diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program
yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk
mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang
diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek
hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika
program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai
dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kota Balikpapan masih
rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam
Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM
menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat
terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu
layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan
komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM
selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap
kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Balikpapan.

2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kota Balikpapan
berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub
kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun
2021.
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3. Tim penerapan SPM Kota Balikpapan secepatnya
mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh
bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan
memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan
Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan
penganggaran.

4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan
SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021,
pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam
Aplikasi e-SPM vyaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan
SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR)
dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat
untuk percepatan penerapan dan peningkatan indeks pencapaian
SPM di Kota Balikpapan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MASTJD

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA B (HUKUM,

ELYZABETH E. L TORUAN



